BUPATI BANGKAL AN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

CENGA™ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Persturan
Pemerintah Noanor 27 Tahun 2014 Ientang pengelolaan Barang Milik
Negan /Daeral, maka perlu dibentuk Peraturan Dacrah tentang
Pedoman Pengelolian Barang Daerah,

mengingat

L.

2,

Pasal 18 ayal (§ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19530 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Nalam Lingkungan Provins) Jawa Timur
[Berita Negara Republik Indonesia Tshun 1850 Nomor 41)
sefmgaimana lelah dubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 [Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahuan Lembaran Negara Republik 1 ndonaia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negeira Notnor 3286);

Undang-Undang Nemer 1 Tabun 2001 tentang Perbendaharaan
Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang FPerimbangan
Keummgan Antara Pemcrinlan Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia homor 4438j;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negwra,
Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, (Lembaran Negara
Republik Inconesia Tabun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 532);

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Permeriniahan
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambamn Lembaran Negara Repubdik Indonsia Nomar 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negata Rcpublik Indonesia
Nomoer 3679);

Peraturan Pommerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
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Akumtansi Pemerintahan, (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20100 Nomor 123);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacrah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nanor 92);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemeintah Da eré {Lembaran
Degara Republik Indoncsia Tahwun 20F Nomor 73, lambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia MNomor 6041);

12.Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Rarang/Jasa Pemerintah scbagaimana tdah divbah beberapakali
terakhir dengan Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor S}

L3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah [Dertta Negara Tahun 2015
Nomor 2036)

14 Peraturan Menlert Datam Nepey bomor 1 Tahun 2016 wentang
Pengelofaan Aset Desa, [Berila Negara Republilc Indonesia Tahun
2016 Nomor 53[;

15 Peraturan Menteri Dalam Neperi Nemor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengetolaan Barang Milik Dacrah [Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2016 Nomor 547,

16.Peraturan Menteri Dalam Megeri Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2016 Tanang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Mihk
Daerah, [Berita MNegara Republik [ndonesia Tahun 2016 Noumor
2083)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
DAN
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menentapkan @ PERATURAN DARRAN TENTANG PEDOMANPENGELOLAANBARANG
MILIK DAERALR

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah Ini, yang dimaksud dengan

. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintahan daerzh adalah penyelenpparaan urgsan
pemcrintahan oleh PMemcrintah Dacrah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah

3. Pemeriniah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebaga
unsur penyclenggara Pemedntahan Daerah

4. Bupati adalah Bupali Bangkalai:

5. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnys disingkat
DFRD adalah lembaga powakilan rakyal daciah  kabupaten
Bangkalan vang berkedudukan schagai unsur penyvelenggera

S




pomerintszhan daerah

& Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerch adalah
Bupati Bangkalan

7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik dacrah kabupten
Bangkalan.

8 Pengelola Barang Mlik Daerah, yang sclanjutnya  disebut
PengelolaBarang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jewab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik dacrabh

9 Perangkat Daerah yang sclanjutnya disebut OPD adalah unsur
pembamiu  Kepala Datrah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang merjadi kewenangan daerzh,

100. Pejabat Penatausahaan Barang adalah  kepala OFD  yang
mempurtyai fangsi pengelolaan barang millk daerah scaku
pcjabat pengelola keuangan daerah,

11. Penpgana  barang  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan
prmggunaan barang milik dacrah.

12. Unit kerja adalah bagian OPD yang meldisunakan satu atau
beberapa program.

1. Perataran Daerah yang  selanjutnya discbur Perda  ataw
vanpdisebutdengan namalain adalah Perda Kabuparen Bangkalan

14. Peraturan Kepala Dacrah vang selanjutnva  dischut Perkada
adalah Peraturan Bupati

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yeng sclanjutnys
disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengon Purda.

16, Barang milik dacrah adalah semua barang yang dibeli atau
dipernleh atas beban APBD alau berasal dari perolehan lainnyn
yvang sah

17. Kuasa Pergguna Barang Milik Dacrah selanjutnya discbut sebagsi
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat
yvang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunekan barang
milik dacrah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik
baikrya.

18, Pejubat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fimgsi taa usaha barang milik dacrah pada
Pengguna Barang,

19, Pengunss Barang Milik Daetah yang selanjutnya dischul Pengurus
Batang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas mengurus barang

20. Pengurus Barang Pengdola adalah pejabat yang diseralli tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahukan
barang milk dacrah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

21. Pengurus Barang Pengguna adalah JabatanFungsienal Uniun
vang diserahi tugas mencrima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daemh pada Pengguna Barang.

22. Pembantu Pengurus Barang Pengebla adalah pengurus barang
yang membantu dalam pcnyiapan administrasi maupun tekmis
penatausahaan barany milik daerah pada Pengdola Barang.

23, Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalzh pengurus harang
vang membantu dalam penyiapan administrasi maupun tcknis
penateusahaan barang milik dacrah pada Pengguna Barang,

24. Pengurus Barang Pembantu adalsh  vang diserahi tugas
menerima, mcehvimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
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mempertanggung  jawabkan barang milik daerah pada Koasa
Pengguna Barang.

. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian sceara independen

berdasarkan kampetensi vangdimilikinya.

Penilaian adalah proses keglatan untuk memberikan suvatu opid
nilai atas suatn objek penilaian berupa barang milik daersh pada
gaat rerlenli

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilat
PemerintabhDaerah

Pengelodaan Barang Milik Dacrah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggsran
pengadaan poenpenniaan, pomnanfaatan pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian pemindahtanganan pemusnahan
penghapusan, penalausahuan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian

Perencanazan Kebutuhan  adalah keglatan merumuskan

rmcian kebutuhan bacang milik daerah unmuk menghubungkan
penpadaan barang yang telah lalu dengan keadaan ysng sodang
berjulun sebagal dasar dalam melakukay  tndakan yang akan
datang.

Rencana Kebuhan Bawang Milik  Dacrah, yang  sclunjutnya
disingkat RKDBMD, adalah dokumen  porencanaan  kebutuhan
bararng milk daerah uncak periode 1 [satu) tabun

Penggunaan adalabh  koglatan yeng  dilskukon  oleh  Penggana
Barang dolam  mengelola dan  menatausahakan  baruny ik
ducruls  vang sesuai dengan  lugas  den fungsi OPD yang
bersangltutan.

Pemanfizatan adulah pendayagunaan barang milik dacrsh yung
tidak digunulkan untul penyclenggarasn wgas dan fungsi OPD
dan/atan  optimalisasi  bawng  milk  dacrah  dengan tidak
mengiibah slatus kepemllikan

Sewn scdalali pomanizatan barang millk dacrah oleh pihak lain
dalam jangka wakta tedentiu dan menerina imbalan wang tunal
Pinjam  pakal adalah  penyeraban  penggunaan Buarang antara
pemerintah pusat dan pemerintah dacrab ateun antar pemerintah
daerah dalam jangka walcta tertentu tanpa menerima imbalan dan
selelah  jangka wekiu  tersebul berakbir discrahkan  kemball
kepada Bupati

Kerfa Sama Pematfaatan, yang sclanjutnya disingkatr KSP, udalah
pendayagunaan barang milik daeraholech pihak lain dalam jangka
waltu terteniu dalam rangka peningkalan pendapatan daerah
alull swnber petibiavaan lainnya,

Bangun Guna Secrah yang sclanjuinya dismgkal BGS adalah
pemaniaa tan barang milik daerah berupa tanah oleh pibak lain
dengan cara mendirdkan bangunan dan/atan sarana  beriku
fiasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dulam jangka waktu terlentu yang telah disepakati, wntuk
sclanjuinya diserahkan  kembali  ilanah beserta  banguman
dan/utau garana berilw fasililasnya setelah berakhirnya jangka
wakiu

Bangun Sersh Guna yang selanjutnys disingkat BSC  adalsh
pemanfiaatan barang milik dacrah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara rendirikan bangunan danfataun sarana  berikuf
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fasilitasnya, dan sctclah selesai pembangunannya  diserahkarn
untuk  didayagunakan oleh phak lain tersebut dalam jangka
wikiu tertentu yang disepakat!

Kerja Sama Penyedinan Infragtruktur yang selanjutnys disioghat
KS8Pl adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha
untuk  keglatan  penyediaan infrastruletur sesumi dengan
keteriiuarn peraturan perundang-undangan

Penangpung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disinglat
PJPK adalah Rupati, aiau budan usaha milik negara/badan usaha
milik dacrah schagei pernyedia atan penyelengpara infrastroktur
berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pemindah langanan adalah pengalihan kepemilikan bamng milik
daerah

Penjualan adaleh punpaliban  kepemilikan barang milik dacrah
kepada pihak  lain  dengan  mencrima  penggantian  dalam
bentukuang.

Tukar Menukar adalah pengalihon kepemilikan barang  milik
dacrah  yang dilakukan antara  pemeriolabh pusat dengan
pemerintah  daerah, antar  pomerintah daerah,  atau antora
pemerititah  daecrah  dengan  pibak  lain,  dengan nenerima
pengeantizn wama dalam bentule bamng, paling sedikil dengan
rilal seimbang.

Hibah adalah pengulihan kepemilikan barang deri pomerintah
pusat kepada pemerintah daerab, antar pemerintah dacrah, stau
darl pemerintah daerab kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantia

Penyertzan  Modal  Pemerintah Daerah adalah penpalihan
kepemilikarn  barang milik  daerah  yang semula merupiakan
kekaysnn yang lidak dipisahkan  menjadi kekayoan  yay
dipisahkan uniuk diperbitungkan scbagal modal/saham daerah
puda badim usalin milik negaro, badan wsaha milik daerah, aran
badan hikom lalnnys yung dmilidd negera

Pamusnahan adalkh tindakon rnemuenahkan  fisik  dan/falau
kegunasn barang mmiik dacral,

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah
dari dafter barang dengan menerbitkan kepulusan dai pejabm
yang berwenang  untuk  membebaskan  Pengelola  Harang,
Pengguana  Barang  danfatan Kuasa  Penppuna  DBarang datl
tangguny jawab adminisirasi dan [sik atas barang yang berada
dalam penguasaannya

Penatausshaan  adalah rangkajun  kegiatan  yang  meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inverarisasi adalah  keglatan  untuk melakukan  pendataan
pericatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah
Doloumen  kepermulikan  adalah dokumen sah yang merupakan
bukti kepemililkan wlas barang milik daerah

Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat cdata
scluruh barang miik daerah

Daftar barang pengguna adalah dallar yang memuat data barang
mililk daerah wvang digunakan oleh masing-masing Pengguna
Barang.

Daflar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memual data
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barang milkk dacrah yeng dimiliki oleh masing-maszing Kuasa

Pengguna Barang,

53 Rumah Negara adalah bangunan vang dimiliki Pernerintah Daerah
dan berfunpsi scbagal tempat finggal atan hunian dan sarans
pembinaan kelualpa serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat
dan/atau pegawal negeri sipll Pemerintah Daerah Kabupaten

Banghkulan

54, Badan Layanan Ummm Daerah, yang selanjulnya disebut BLUD,
adalah instanst di lingkungan Pemeriniah Dacrah Kabupalen
Banglealan yvang dibentuk wniluk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barsng danjatau jusa yang dijua
tanpa menpatamakan mencarl Keuntungan dan dalam melalaakan

kegiatannve didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

55 Phak lain  adalah  pihak-pibak  selain Pemerintah Dacrah

Kabupaten Bangkalan

BABIL
RUANG LINGKLUP

Pagal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerdh i adalah
a pejobut pengelola barang milik dagrab;
b.perencanaan kebutuhan dan pengangaaran;
¢ Penpudaan
d. Penpgguinaanm
¢ Pemanflaaiarg
[ pengamanan dan pemclihargan;
g Penilaiarn,
h.Pemindahiangansn
L Pemusnahaon;
j Penghapusan
k.Penatau sahaalty
1 pembinaan, pengawasan dan pengendalian
m. pengelolaan buwrang millk daerab pada OPD yang rcnggunakan
pola pengslulasn keuangan Badan Layanat Umum Dacrah
n harang milik daerab berupa ramah negarasidan
o. gutill rugl dan sanksi

Pasal 3

Barang milik dacrah meliputi
a. barang milk daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APRD
ataLi
b barang milik duerah yang berasal dari perolchan lainnya  yang
sah

Pasal 4

(l} Barang milk daerah sebagaimana dimaksud daelan Pasal 3
dilarang digalaikan/dijaminlkan uniuk mendapatkan pinjaman
atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pcmbayaran atas
tagihan kepada pemerintah daerah

(2] Barang milik dacrall sebagaimana dimaksud dalzm Pasal 3
tidak dapat disita sesual  denpgan  ketentuan  peraturan
perundang-undangsn.
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Pasal 5

(1) Barang nmlik daerah yvang dbeli atau diperaleh atas beban APBD
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi
dokumen pengadaan.

(A barang milik dasrah yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dlengkam
dokumen perolchan

{3) Barang milk dacrah sebagmumana dimaksud padaayat {l] dan
ayat (2} bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Paxal 6
Barang milik daerah yvang berasal dan perolehan lainnya yang sah,
meliputi
a. Darang veng dipcrolch dari hibah/sumbangsn atan yang

sejenis;
b. Barang yang diperol¢h  scbagai pdaksanaan dari
perjanpan /kontrak;

¢ barang yang diperoleh berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d barang vang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyal kekuatan hukum tetap; aten

e. barang yang diperoleh kcombali dan hasll divestasi atas
peryertaan modal pemerimah daerah

Pasal 7
Barang vang diperolch dari hibah/sumbangan atau  sejenis
sebagaimana dimaksud dalem Pasal & huruf a meliputi
hibah/sumbangar alau vang sejenis dar  negara/lembaga
internasional sesual peraturan perundang-undangan

Pasal 8
Barang veng diperolch schagai pelaksanaan dari perjanjian/kontral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurul b antara lain berasal
dari:
Kontrak karva;
kontrak bagi hasik
konrrzk kerjasama
perjianjian dengall negara lain/lembaga internasional; dan
kerja sama pemerintah dacrah dengan badan usaha dalam
penvediaamnfrastruktur.

LI el

BAB [l
PE.JABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERRALI
Bagian Kcsatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Barang Mililk Daerah

Pasal 9
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaanbarang
milikdaerah.
(2} Pemecgarg kekuasaan pengelolaan barang
milikdacrahsebagaimana dimaksud pada zyat (1], berwenang
dan bertanggung jawab:
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a menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b menctapkan petggunaan, pemanlzaatan, atau
pemindahtanganan barang milik dacrals

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemelthataan barang
milik daerah;

d. menetapkan pejabal yang mengurus dan menvimpan barsng
milik daerah;

e, mengajukan usul pemindabtangunan barang milik daerah
vang memerlukan perscrjuan DPRIY;

f menyetujul  usul  pemindahtanganan, pemusnahan,  dan
penghapusan barang milik daerah scsual  batas
kewcnangannya;

g menvellijui usul pemanfaaran barang milik dacrah selan
tenaly dan/atan bangunan;dan

b menvetujul vsul pemanfaatan barang miik daerah dalamn
bentuk kerjasama penycdiaan infrastrukiore

Baglan Kedua
Penpelola Barang

Paszal 10
Selkretards dacrah  selaku DPengelda  Barang, berwenang  dan
bertanggung jawab
a. menekltt dan menyetujul rencana kebutuhan barang milikdaerah:
b menebti dan menyetujil rencana kebuluhan

permneliharaanperawatan barang milik daeral;

c mengajukan usal pemanfaatan den pemindah tangansn bamng
milik dacrah yang memerlukan persetujuan Bupati

d mengatur pelaksanaan pengmimaan, pemantaatan pernusnahian,
dan penghapusun barang milik daeraly

e. mengatur pelaksanaan pemnindah tanganan barang milik dacrah
vang telah disetujul olch Bupali atau DPRILY,

f melakukan koordinasi dalam pelaksanaan invenlarisasi barang
milik dacrahdan

g. melakukan pengawasan dan  pengendalian  atas  pengelolaan
barang milik daerah.

Lagizm Ketiga
Pejabat Penalausahaan Barang

Pasal 11
{1] Kepala OPD yang mempunyai [ungd pengelolaan barang milik
dacrah selakll Pojabat Penatausahaan Barang.
(2] PejabatMenalausahasnBaurang schagaimarna dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3} Pejabat Penatausahaan Darang sebagaimana dirnalksud pada
avet [1), mempunys wewenang dan langgungjawab
a membantu  meneliti  dan  memberikan  pertinbangan
persetujuan  dslam penyusunan rencana keouwluhan barang
milik dacrah kepada Pergelola Barang;
b, membantl reerielitl dan incmberikan pertimbangan
persctujuah dalarm Py usUnan rencaria  kebutuhan
pemcliharaan perawatan  barang  millk  dacrah kepada




)
{2)

B3)

)

PengelolaBarang;

¢. memberikan pertimbangan kepada DPergelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milik dacrah yang memerlukan persetujuan Bupats

d mermberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pdaksanaan penggunaan pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan  petrtimbangan kepada pengdola barang  atas
pelaksanaan  pemindahtanganan barang mlik daerah yang
telah disetujui olch Bupati atau DPRIDY

( membaniu Peongelola Barang dalam pdaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah;

p. melakukan pencatatan barang milik  daerah berupa tanah,
danjatau bangunan yang telah discrahkan dam Pengguna
Barang vang tdak  digunakaen unfuk  kepertingan
penyclenpgaraan tugas dan fungs OPD dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melah Pengelola
Barang, serta barang milik dacrah yang berada pada Pengelola
Barang,;

h mengamanksn  dan  memelihara  barang milik  daerah
schagaimana dimaksud pada bhurufg;

i membantu Pengelola  Barung  dalam pengawasan  dan
pengendalian atas pengelolagn barang milik daerah;dan

i menyasun laporan barang milik dacrah

Begian Keempat
Pengguna Darang/Kuassa Pengguina Barang

Pasal 12

Kepala OPIY selaku Peogguna Barang,

Pengguna Barang sSebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Kepuiusan Bupati

Pengpuna Barang sebagaimana dimaksud pada  ayal (1)

berwenang dan berlangpungjawab

a mengajukan rencana Kebutuhan dan  penganggaran barang
milik dacrah bagi OPD vung dipimpinnya;

b. mengajukan pormohonan  penetapan  stalus  penggunaan
barang vang diperoleh duri beban APBD dan perolehan lainnya
yangsah;

¢ melakukan pencataian dan inventarisusi barang milik dacrah
vang berade dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya  untuk kepentingan penyclenggaraan tugas
dan fungsi OPD yang dipimpinnya;

e mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul  pemanfaatan dan pemindah  langanan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persctujuan [JPRD dan barang milik daerah
selain 1anah dan/atau bangunan;

g. menverahkan barang milk dacrah berupa tanah dan/atau
banpgunan  yatlg ldalk  digunskan umuk  kepentingan
penyclenggaraan lugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan
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sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupat] melahu
Penpdoia Barang,

h mengajukan usul permusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

i. melakukan pembinaan, pcngawasan, dan penpendalian atas
pengegunaan  barang  milik  daerah  vang ada dalam
penguasaannya.dan

} menyusun dan menyampaikan laporan harang pengguna
semesteranr dan laporan barang pengguna tahunan vang
berada dalam penguasaannyva kepada Pengelola Barang

Pasal 13
Pengguna Barang dapatr melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab kepada Kuasa Pengyruna Barang.
Paimpahan sebagian wewenang dan tanggungiawvalb kepada
Kuasa Pengguna Barang schagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan oleh Bupali alas usul Pengguna Barang.
Penetapan kuasa pengguma barang scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) bordasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, kompetensi, danfatan reniang kendali dan
pertimbangan objektil lainnya.

Bagian Kelima
Pejabat Penalausahaan Pengguna Barang

PPasal 14

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabal Penualuusahaan Pengguna

Barang

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barangschagaimanadimuksud

pada avat {1) ditctapkan oleh Bupali atas usul Pengguna Barang,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang schagaimana dimaksud

pada avat {2) yailu pejabat yang membidangi fungsi pengelojaan

barang milik dacrah pada Pengguna Barang.

Pajabat  Penatausahaan  Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayal [2) kerwenang dan bertangpungjawal:

a menyiapkan rencana kebulnhan dan  penganggaran barang
milik daerah pada Pengguna Burang;

b mencliti wulan  permohonan penetapan  stalus  penggunaan
burang yang diperolch dari beban AMBD dan perolehan lainnya
yang sah;

¢ meneliti pencatatan dan  inventarisasi barang milik daersh
vang dilaksanakan oleh Pengurus Barzng dan/fatau Pengurus
Barang Pembantu;

d menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
danjfatau bangunan yang tidak memerlikan persctujuan
DPRD dan barang milik dacrah selain tanah dan/atau
bBanpgunarn

e mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa
tanah danfalau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Penggina
Barang dan sedang tidak dimaniaatkan vich pihak lairg

f menyiapkan usulan pemusnakan dan penghapusan barang



(1)
(2)
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1§01

milik daerah
meneliti  laporan barang semesteran dan  tahunan  vang

dilaksanakan oleh Penpurus Barang danjfalau Pengurus
Barang Pembantuy

. mcmberikan persctujuan atas Surat Permintaan Barang (SPI13)

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang [SPPR)
untuk  mengeluarkan  barang milik daerah dari  gudang
PENYIMpPARAn;

mencliti dan memverifikasi Kartu lnventaris [Ruangan (K3
setiap scmester dan sctiap tahu,

melakokan verilikasi schapal dasar memberthan  persetafuan
alas perubahan kondisi fisik barang milik daerahjdan

meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
oleh Pengurus Barang Pengguna danjatau Pengurus Barang
Prmbaniu.

Bagian Keenam
Pepgurus Barang Pengdola

Pasal 13

Penpgurus Barang Pengeleln ditctapkan  olehBupati atas  usul
Pejahat Penatausahran Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
adalah pejabat yang membidang Mngsi pengelolaan barang milik
dacrall pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Fengurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
borwenang dan bertanggungjawals

.

el

h.

memboanta meneliti dan menylapkan bahan pertimbangan
porsetujusn dalmn penyusunan rencunu kebutuian barang
milik daerah kepads Pejubat Penatausahaan Barang

. membantu meneliti dan menyiapkan  hahan  pertimbangan

persetujuan  dalan penyusunan  orencang kebutuban
pemeliharaan fperawatan barang milik dacrah kepade  Pejabat
Penatausahaan Barang:

. menylupkan  dokumen pengajuan usulan  pemanfaatan dan

pernindatianganan  barang milik dagrah yang memerlukan
persetujuon Bupati;

meneliti  dokumen  usulan penggunaan,  pemanfaatan
pernusnahian, dan penghapusandan Pengguna Barang, $¢bagai
bahan portimbangan oleh Pejabar Penatausahsan  Barang
dalam pengaturan pg:laksarman pcnggunaan, pemanfaatat,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
menyviapkan bahan pencatatan barmang milik  daerah berupa
tahah danfatau  bangunan wang telah  diserahkan  dari
Pengpuna Barang yung tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan  tugas dan fungs OPD dan sedang  tidak
dimanfiaatkan pihak lain kepada Bupatl melalui Pengelola
Barang,

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerakh;

. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang

Penppuna /Kuasa Pengguna RBarang;
melakiukan  rchonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang milik daeratudan
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i. merekapiulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
scemesteran dem tahunan scria Laporan Barang Pengelola
sebagal bahan penyusunan Laporan barang miik dacrah

Pengurus Barang Pengelola sccam  administratil dan sccara

fungsional bertanggung jawab atas pclaksansan tugasnya kepada

Prigelola DBarang melalul Pejabat Penatausshaan Bamng,

Dalam  hal melaksonakan  tugas  dan [ungsi administrasi

Penguris Baranp Pengelola dapat dibantu oleh  Pombantu

Pengurus  Barang Pengelola  yang  ditelapkan  olch  Pejabat

Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang TPengdola  dilarang  melakukan  kegiatan

perdagangan, pekerjaan pomborongan dan penjualan psa atau

bhertindalz sebapai PEN JETTN atas
kepiatan /pekerjaan/ penjualantersebut VAT ANZEArannya
dibebankan pada APBD

Bagian Ketujuh
Pengurus Barung Pongguna

Pasal 16

Pengurus Barang Pengguna ditelapkan olch Bupati atas usul

Penggzuna Barang

Pengurus Barang Penpguna sebagaimana dimaksud pada ayat

(1], berwenangdan bertanggungiawal:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
perganggaran barang nilik dacral;

b, menyiapkan usulan permohonan penctapan  stalus
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dard beban
APBD dan perolehan laimnya yang saby

¢ melaksanakan pencatatan dan inventarisast  barang mibk
daerah;

d. membantu mengamankan berang il dacrah yang berada
pada Pengguna Bararg;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindabtanganan  barang wmilk dacrah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memecrlukan persetiyjuan
DPR} duan barang milik daerah sclain tansah  danfatau
bangunan;

[ menviapksn dokumen  penyershan  barang itk dacrah
berupa tanah danjatau bangunan yang tidak digunakan
untuk  kepentingan peryelenggaraan  lugas  dan  fungs
Pengpuns Barang den sedang tidak dimanflaatlcan pihak lain

g menyiapkan dokumen pengajuan usulan  pemnisnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menvusun laporan barang semestcran dan tahuman:

i menyiapksn Surat Permintasn Barang (SPB| berdasarkan
riota perinintaan barang;

i mengajukan Surat Permuntaan Bsranp [SPB) kepada Pejabat
Penatauzahasn Barang Pengeuna

k. menveraakan barang berdasarkan Surat Perintah Penmyaluran
Barang (SPPB)  yang  dituangkan  dalam berita  acara
petlycrahan barang;

L membuat Karu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan
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tahunan:

mamctmberi label barang milik dacrak;

r. mengajukan  permeohonan  persetujuan kepada  Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang alas perubahan kondisi
fiskk barang milik deerah berdasarkan pengecekan fisik
barang;

0. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan  dokumen,  anlare lain: foltokopy/  salinan
dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan
asliffotokop /salinan dokumen penatausahaan,

g, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan  laporan
parang  Penggima  Barang  dan  laperan  barang  milik
dacrah;dan
membuat  laporan mutasl  barang  seiap  bulan  yang
disampaikan kepada Pengelola Barang mclalui Pengguna
Barang sctdah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang

Pengurns PBarang Penggiuma sebageimana dimaksud pada ayat (2

secara administratf bertanggung jowaby kepada Pengguna Barang

dan secara tungsional bertanggung jewab  atas  pelaksanasn

Tugasnya kepada  Pengelola Barang  melalul Pejabat

Penatausahsan Barang

Malum  hal  melaksanakan  tugas dan  fungs udiminisiras

Pengurus Barang Pengguna  dopal  dibaniu  oleh  Pembantu

Penpurus  Barang  Pengguna yvang ditetapkan  oleb Penpgung

arang.

Pengurus  Barang Penppuna dilarang mielakukan  kegiatan

pordagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jusa atau

bertindak scbagal penjamin aas kegiatan/pekerjasn/penjualan
tersebut yang snggurannya dibcbankan pada AFBD.

=

Dogian Kedelapan
Pengurus Barang Pembanty

Pasal 17

Cupatl menelapkan Pengurus Barang Pembaniu alas usul Kuasa

Pengguneg Baratg melalui Pengguna Barang

Pembeniukan  Peapurus  Barang Poembantu  sebagaimana

dimaksud pada ayat [ dilakukan berdasarkan perfimbangan

jumlah barang vang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objekiil lainnya.

Pengurus Barang Pembantu sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

bawenang dan bortanggungjawab:

. menyiapkan dokuomen rencana kebutuhan dan pengangpgaran
barang milik daerah;

b. menviapkan  usulan pormohonan penetapan status
penggunaan barang milik dacrah yang dlperoleh darl beban
APRBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan invenlarisasi  barang milik
dacrah;

d. membantu mengamankan barang milik dacrah yang borada
pada Kussa Pengguna Barang:

e. menviapkan dokumen pengajuan usulan pemanlaalan dan
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pemindahtanganan barang milik daeh berupa tanah
danf atanr bangunan vang tidak memerlukan persetjuan
NDPRI dan barang  odlik  daoah selain tanah dan/atau
hangunan;

menyiapkan  dokumen  penwerahan  barang milik daemah
berupa tanah danjatau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penydenggaraan tugas dan fungsi Kuasa
Pengguna Barang dan scdang tidak dimanfaatkan pihak lain;
menyiapkan dolamen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunamg

Tl

n

menyviapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nala perminiaan barang,

mengajukan Surat Perminlaan Barung (SPB) kepada Kuasa
Pengeuna Barang;

. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran

Barang [OI'TB) yang dituangkan dalam berta acara
penyerahanbarang;

membuat Kartu [nventaris Ruangan {KIR) semesteran dan
tahunan;

memberi label barang milik dacraby

mengapkan  permohonan  persctujuan  kepada  Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna
Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik dacreh
pengecekan fisik barang.

melakukan stock opname barang persedian;

menyimpan  dokumen, antara  lain:  fotokopl/ salinan
dokumen keperilikan barang milik daerahdan menyimpan
asli/lorokopifsalinan dokurmen penatausahaan,

melakakan rekensiliasi dalam rangka penyvusunan laparan
barang Kuasa Pengguna Barang dan lapuran barsug milik
dacrah;dan

membuat  laporan mutasi  barang scliap  bulan  yung
disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengyuna
Barang setelah ditcliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

Penpurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun liduk
langsung dilarang melakukan kegiatan perdegongnn, pelerjaan
pemborengan dan penjualan  jasa atau  bertindak sebagat
penjamin  atas  kegialan/ pekerjaan/ penualan  terscbut  yang
anggarannyva dibebankan pada APBID.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUNAN
BARANG MILIK DAERAH
BagianKesatu
Prinsip Umum

Pa=sal 18

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pdaksanaan tugas dan fungsi OI'D
serta ketersedigan barang milik daerah yang ada

(#) Keterscdiaan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada
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avat (1) merupakan barang milik daerat yang ada pada Pengelola
Barang danfatan Pengpuna Barang,

Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayvat [2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil
barang milik dacrah pada OPL} schinggs dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 19

Perencanaan kcbutuhan  barang milik daersh  dilaksanakan
setiap talkin scwlah rencana kerja (Renja) OFTY ditelapkan.,
Perencanaan Kebutuhan  scbagaimana  dimaksudayat (1]
merupakan salah satu dasar bagi OPD  dalam  pengusulan
penyediaan anpgaran untuk kebutubhan baru fnew nitiative} dan
anplka dasar (baseling serta penyusunan rencana kerja dan
anggaran.

Pasal 20
Perencanaan kebutuhan barang milik dacrah mengacu pada
Rencana Kerja OPD.
Perencanaan  kebutuhan  barang milik daerah sebegaimona
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l), kecuali untuk penghapusan,
be rpedenan pada
a. Standar barang;
b. Standar kebutuhan;dan/fatau
£ Standar harga
Standar barang sebagaimana dimaksud pada sys. (2) hwuaf a
edaleh spesifikasi barang yang ditetapkan scbagal  acuan
penghitungan  pengadaan barang  milik  dacrah  dalum
perencanaan kebucuban.
Standar Kebutuhan bamng sebagaimana dimaksud pada ayut (2)
huruf b adalah satwan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai
acuan perhitungan pengadasan dan  penggunaan barang
milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerabh
pada OPD.

Standar harga schagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf ¢
adalah besaran hargs yung dilctapkan sebagai acuan pengadaan
barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan

Standar barang, sandar kebutuhan  dan  standar harga
scbagaimana dimaksud pada ayat (3), aval [ dan ayat (3
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21
Penetapan siandar keburuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3 buruf b mempedomani persturan perundang-
undarngan.
Penetapan slandar barang dan standar kcbutuhan sebagaimana
dimaksikl dalam Pasal 20 ayal 2) burul a dan huraf b dilakukan
setelabh berkeordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pasal 22

Pengguna DBarang danfataw Kuasa Pengpuna Barang mengusulkan
REKBMD pengadaan hbarang milik dagah mempedomani standar
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barang dan standar kebuluhan.

{1

(2)

(3)

)

(=}

)
(7)

Pasal 23
Pomgouna Barang menghimpun usutan RKBMD yang diajukan
olch Kuasa Pengguna Berang yang berada di lingkunpgan COPD
yvang dipimpinnya
Pengeguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana
dimaksud pada avat {l} keparda Pengelola Barang.
Pengelols Barang melakukan peneclaghan atas usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} bersama Pengguna Barang
dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang
dan/atau Pengelola Barang,
Data barang pada Penpguna Barang danjfatau Pengelola Barang,
stbagaimana dimakswd pada ayat (3 antara lain:
a laporan Daftar Bamng Pengguna bulanamn;
b, laporan Daflar Barang Pongguna semesteran;
¢.la poranDafiar Barang Pengguna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
¢ laporan Daftar Barang Pengelola semesteram
[. laporan Daftar Bareng Pengelola tahunan;
¢ laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
h. laporan Daftar Barang milik daerzh tahunan.
Penpelola Barang dalam melakukan penclaahan sebagaimana
dimaksud pada ayal (3] dbantu Pcjabat Penatauvsahaan Barang
dan Penguruy Burang Pengelola.
Pejabat Penataisahaan Barang sebagaimana dimaksud pada aysl
(3) merupakan anggata T Anggaran Pemerintah Daerah
llasil peneloahan  scbagaimana dimaksud pada ayat (3
merupakan dasar penyusunan RKBMD

Masal24

REKBMID yang leluh dilclupkan oleh Pengelola Barang digunekan
oleh Pengguna Barang sebagaidasar penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran G PD

(1}

2

(3

Pasal 25
RKBMD pcmcliharaan barang milik  dacrah  tidek dapat
diusulkan colch Penpgguna Barang dan/atan Kuasa Pengguna
Barang terhadap
a barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak beret;
b. barang milik dacah yang sedang dalam status penggunaun
scmentara;
¢ barang wmilik daerah yang sedang dalam dHatus  unfuk
dioperasikan oleh pihak lain;dan/atau
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objck pecmanfaatan
RKBMD pemcliharaan  barang  millk dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) hurufb diusulkan oleh Pengguna Barang
yang menggunakan sementara barang milik daerah
RKEMD pemcliharaan harang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural d tidsk termasuk pemanfaztan
dalam bentuk pinjam pakal dengan jangka waktua kurang dan 6
(enam) bulan
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Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Dacrah

Pasal26

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
a perencanaan pengadaan barang milik daerah;
b perencanaan pemeliharaan barang milik daerab;
€. perencanaan pemanfaatar barang milik daerah;
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik

daerah:dan
¢ perencanaanpenghapusan barang milik dacrah.
Perencanaan pengadaan  barang milik  daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a dituangkan dalam dokumen
RKBMDY Pengadaan,
Perencanaan pemelibaraan barang milik dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huuf b dituangkan dalam dokumen
REBMD Pemeliharaan.
Perencanaan pemanfaatan barang milik dacrah sebagaimana
dimaksud pads ayat (1) hurul ¢ ditwangkan dalam dokumen
RKBMD Pemanfaatan.
Perencanaan  pemindahtanganan bamng  milik  daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam
dokumen RKUMI) Pemindah tanganan
Perencanaan penghapusan barang milik daerah schagamana
dimaksud pada ayat (1} hurufl ¢ dituangkan dalam dokumen
RKRMI) Penghapusai.

Bagian Keliga

Tata Carn Puivusunan RKBMD Pengadoon Barang Milik Daerah

(n

(2)

(1)

(2]

(3

pada Pengguna Barang

Pasal 27
Kuusa Pengguna Barang menyusun usulan RKDBMD Pengadaan
barang milik daerahdi lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang
dipimpinnya.
Kuasa DPengguna Barang menyampaikan  usulan  RKBMD
Pengadaan scbagnimana dimaksud pada aya (1]  kepada
Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei.

Pasal 28

Pengguna Barang mclakukan penegaahan atas usulan RRBMI
Penpadaasnt yang disampaikan olech luasa TPengguna Bamng
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat [J) pada minggu
ketiga bulam Mei

Datam penclaahan usulan RKBMD pengadaan wvang disampaikan
oleh Kuasa Ponpgguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat
(1], Feapguna Barang mengikuscrtakan Pejabat Penatausshaan
Pengouna Barang dan Penguras Barang Pengguna  unluk
melakiikan seview terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD Pengadaan.

Fenelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yvang disampaikan
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagnimana dimaksud pada ayar
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(1} ditrtamakan untuk memastikan kebenaran data masukan

mpufl penyusunan usilan RKBMD Pengadaan yang sekurang

kurangnyva mempertinbangian

a kesespaian progiam perencanaan dan standar sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 20 ayat {l) dan ayat (2);dan

b, keterseiliaan bharang milik dacrahdi lingkungan Pengguna
Barang

Hasil penelaahan atas usalan RKBMD  Pengadaan  yung

disampaitkan oleh Kuaza Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayal @) digunakan olch Pengmma Barang dalam

mepyusuit RKBMD Pengadaan barang mililk daermh pada

tingkat Pengguna Barang vang sckurangkurangnya memuat

informasi

nama Kuasa PenggunaBarang;

nama Pengguna Barang;

Program;

Kegiatan;

data daftar barang pada Pengguna i3arang dan/fatau daftar

barang pada Kuasa Pengguna Barangdan

h. rencanakebutuhan pengadaan barang yang disetujul

B thooAn

Pasal 29
Husil penclaahan Pengguna Barang aes  usulan  RKBMD
Pengadaan vang disampaikan olch Kuasa Pengguna Darang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4 ditandatangani
Pengguna Barang,

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadusn burung
milik daerah Dberdasarkan  hasil  penclashan sebuagainana
dimaksud pada ayat (lJuniuk disampaikan kepada Pengguna
Barang paling lambat minggu kecmpat bulanMei

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik
Dacrah Pada Pengguna Barang

Pasal 30
Kuasa  DPengguna Barang menyusun  usulan RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah di  lingkungan Kuasa

Pengguna Barang yang dipimpinmnya.

Kuasaz Pengpuna Barang menyampaikan  usulan  RKBMD
Peincliharaan sebupaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengguna Barang sclambat-lambarnya minggu kedua bulan Mes

Pasal3|

Penpguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat [2) pada minggu
ketiga bulan Mci

Dalam penclaahan usulan REBMD pemeliharaan vsulan RKBMD
Pemeliharaan vang disampaikan olch Kussa Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (]}, Pengguma Darang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan
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Pengarus HBarang  Pengguna  unluk melakuokan  penelitian
terhadap  kebenaran  dan  kelengkapan  usulan REKBMD
pemelibaraan

Penelasghan atas usulan RKBMDO Peneliharaan yang disampaikan
oleh Kuasa Pengpuna Barang schagaimana dimalsud pads ayal
() divlamakan untuk memastikan kebenaran data masukan
(input)  pedyusunan RKEMD  pemeiiharagn  yang  sekurang-
kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa Penpgguna Barang
yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara

Hasil penelaahan scbagaimana  dimaksud  pada  ayal (3]
digunakan oleh Pongguna DBarang dalam menyusun RKBMD
Pemeliharaan barang milik daerah tingkar Pengguna Barang vang
sckurang-kuranpnya memual infortasi:

o nuna Knasa Pengpuna Barang;

Iy nama Pengmma Barang;

£. nama barang yang dipelihara;

d usulan kebutuhan pemeliharaandan

e rencana kebutuhan barang milik dacrah yang disetujui.

Pasal 32

Haml penclaahan  Pengguna  Barang  atas usulan REBMD
Pemcliharagn yang disampuikun oleh Kuasa Pengguna Barang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 4 ditsndalangani
Penggund Barang,

Kuasza Pengguiia Barang moenyusun RKBMD  Ponecliharaan
haramg milik dacrah berdasarkan hasi jenelashen scbagaimana
dimaksud pade ayat (1} untuk disampaikan kepada Pengguna
Barang paling lambat mingea keempat bulanMed

PPagal 33
Pengguna Bartug menghimpun RKBMD Pengadaun dan RKBMID
Permneliharaan  dari Kusss Pengguoa  Barang  scbagaimare
dirmeksud dalam Pasal 29 ayval (2) dan Pasal 32 ayat [2) untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang,
Penyampalan schagaimang dimaksud pada ayat (1) dilengkupt
sural pengantar REKBMD vung ditandatangani oeh  Pengpuna
Barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
aval [4).
Fenvampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemcliharzan
schagaimana dimaksud pada avat ) okbh Pengguna Barang
kepada Pcngelola Barang didakukan selambal-lambatnya mimggni
kesatu bulan Juni,

BuplanKclima
Tata Cara Penelaahan RKDBMID Pengadsan Barang
Mililkk Dacrah Pada Penpelola Barang

Pasal 34
Pendaahan atas RKBMD Pengadaan barsng milik daaah
dilakukanterhadap:
a relevansi program dengan rencana keluaran feuwdfput) Penggina
Barang;
b optimalisasi penggunaan barang milik dacrah yang berada
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pada Pcngguna Baranggan

c. ciektivitaspenggunaan barang milik daereh yang berada pada
Pengguna Barang telah scsial peruntukannya dalam rangka
menumang mgas dan fiungsi OPD.

(2} Penclaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik dacrah
scbagaimana dimaksud pada avat (1] sckuranglturangnya
memperhatikan:

A2 kesesuaian program perencanaan dan standar schagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat [2); dan
h. data barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aya (4],

(3} Penelaahan atas RKBMD Pengadaan baran gmilik daerah
sebapaimana dimaksud pada ayat (?) ditnangkan dalam Hasil
Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daegrah yang
sckurang Kurangnya memuac

a1 nama Kuasa Pengguna Barang;
b, nama Pengpuna Barang;

. Program;

d. Kcgiatan,

e,

data daliar barang pada Penpgguna Barang dan/atau dafllar

bareng pada Kuasa Pengguna Barang;dan
f rencana kebutuhan pengedaan barang vang disetujui

{4 Dalam melaksanakan penclaahan  barang milik dacrah
schagaimana dimaksud pada ayar {i), Pengedola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola  wnluk menyiapkan dan memberikan
pertimbangan  lerhadap kebenaran dan  kelengkapan  usulan
RKEBME Pengadaan yang dilaksanakan  selambat-lambatya
minggn kedua bulan Juni.

Pasal 35

(1) tlasil Penclashan RKBMD Pengadaan barang milik dacrah dar
Pengguna Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
ditandalangani oleh Pengelola Barang

(2 Pengguna Darang menyusun RKBMD Pengadaan bordasarkan
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l).

{3] RKBMDPcngadaan sebagaimana dimaksud padaayat(2)
disampaikan oleh Pengguna Barmang kepada Pengelola Darang
paling lambat minggu ketiga bulan Juni.

Bagian Kecnam
Tata Cara Penelaabhan REBMD Pemebbharaan Barang Milik Daerah
Pada Pengelola Barang

Pasal 36

(] Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik dacrah
dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap dsta barang milk
daerah vang diusulkan rencana pemeliharaannya.

[2) Penclaahan atas RKBMD Pcemeliharaan barang milik dacrah
sebagamona dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang
memuat informasi mengenai stawus barang dan kondisi barang.

(3] Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daetah
scbagaimana dimaksud pada ayat {2} diuangkan dalam hasil
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pendaaban RKBMD Temeliharaan barang milik desrsh yarng
Sek'urang klll"ﬂl’lgﬂy‘d Tzl

nama Kuasa Penppuna Barang;

. ntama Pengguna Barang;

nama barang yang diptlihara;

- wsulan kebuluhan pemeliharaan;dan

rencana kebutuhan barang milik dara h yang disetujui

Dalam melaksanakan penhclaahan  barang milik  daerah
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Pemgelola Barang
mengikutscriakan Pejabat Penatausa haan Barang den Pengurus
Harang Pengdola untuk menyiapkan dan memberikan
pertinbangan  terhadap Kebenaran dan  kelengkapan  usalan
RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya
minggu kedua bulan Jum

oo

Pasal37
Haxil Penclaahan RKBMD Permehharaan barang mili kdaerah dari
Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3}
ditandarangani olch Pengdola Barang.
Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemelhoraan berdasarkan
hasil penelashan sebagaimana dimalksud pada avat(l}
RKBMD Pemeliharaan scbagaimana dimaksud pada ayat [2)
disampaikan olch Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
paling larnbat minggu ketiga bulan Jun

Pasal 38

RKBMD Penggaan dan RKBMD Pemeiharaan barang milik
daersh dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 35 avat (3) dan Pasal 37 ayat {3} ditetapken menjadi
RKBMD Pemerintah Dacrah oleh Pengelola Barang.

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemcliharaan sebagaimana
dirnaksud pada avat (1) ditctapkan paling lambat mmnggu
kesrnpat bulan Jum

Bagian Kerujuh
Penyusunan Perubahan RKEMD

Pasal 39
Petigpuna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD
Perubahan RKBMI} sebapaimana  dimaksud padaayat (1]
dilakukan sebelum peryusunan Perubahan APRD.
Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalum Pasal 15
sampai dengan Pasal 38 berlaku sccara mutatis mutandis
terhadap penyusunan perubahan RKBMI

Bagian Keddapan
Penyusunan RKBMN Untuk Kondisi Darurat

Pasal 40
Dalarm hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat
kondisi  damarat, pengusulan  penyediaan anggaran  untuk
kebwmuhan baru fnewr itiative) dan perwediaan angparan angka
dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaandan/atau
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rencana  pemeltharaan barang  milik  dacrah dilalukan
berdasarkan  mekanisme  penganggaran  sesual  ketentuan
poraturan perundang-undangan.

Kondisi darurst schagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
bencana alam dan gangguan kecamanan skala besar,

Hazil pengusulan ponyediaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada avat [l] harus dilaporkan ocleh Pengguna Barong kepada
Pengelola  Barang  bersamaan  denpgan  penyampaian REKBMD
Perubahan dan/ ataun RKBMIY tahun berkutnya

Laporan schbagaimansa dimaksud pada ayal (3) digunmakan oleh
Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tarnbahan dalamn
penelaahan atas RKDBMD yang disampaikan oleh Pengguna
Baranpg borsangkuran pada APBED Perubahan tahun angguaran
berkenaan dan/atau APBD talun anggaran berikutnys

DAD Y
PIENGADAAN

Pasal 41
Pengadaan boarang milik daegrabh  dilaksanesken  berdesackan
prinsip clisicn, cfcktif transparan dan terbuka, bersaing, adil,
dan alkuntgbel
Pelaksanaan pengoadaan burung milik decrah dilslolean sesuai
dengan ketenluan peraiiran perandang-undangan.

Pasald2
Penggimia Barung wajib menyampaikan laporan hasil pengadsan
barang millk dasoh kepada Mipatimelahai Pengelola Barang
milik dasrah uniuk ditctapkan stofus pPenggUNAAnTTYE
Laporan  has] pengadaatt barang milik deerah  sebagnimona
dimaksud pads ayat (1), lerdiri darl laporan hasil pengadaan
bulanan, semesteran dan fahunun

BABVI
PEMNGGUNAAN
Bagian Kesalu
Prinsip Umum

Pasaldd
Bupati menetapkan status penggunaan barang milik dacrah
Bupati dapat mendclegasikan penetapan status penggunaan ates
barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1] selsin
tapah danfatau  banguanan  dengan kondisi tertentu  kepada
Pengdola Barang.
Kondisi tertentu sebagamnana dinaksud pada ayat {2), anlara
lain adalah barang milik daerah yang tidsk mempunyai bukti
kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
Nilai tertentu sebagaimana dimalksud pada ayat (3] ditetapkan
oleh Dupati
Penctapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana
dimalkcsud ayat {1) dan ayat [2) dilaksanakan secara tahunan

Pasald4
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(1) Pengpunaan barang milik daerah meliputi:
a penetapan status penggunaan barang milik daerah;
h. pengalihan status penggunaan barang milik dacrah;
¢. penggunaan sementara barang milik daerah;dan
d. penetapanstatus pengmumnaan  barang milik daerah  untuk
dioperasikan eleh pibaklain.
(2} Penctapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayal
{1} dilakukan unmk:
a penyelenggaraan tugas dan fungsi OPFDdan
b. dioperasikan oleh pihak lan dalam rangka menjalankan
pelayanan unmum  sesuai tugas dan  fungs OPD vang
bersangkutan.

Pasal 45
Penetapan status penggumaan lidak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan;
b Konstruksi Dalam Pengerjaan {KDP);
¢ barang yang dan awal pengadaannya direncanakan untuk
tdihibahkan; dan
d Aset Taap Renovasi (ATR)

Pasal 46

(1) Penctapan status penggunaan barang milik dacrah berupa tansh
dan/atau  bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk
kepenungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengpuna Darang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(2) Penggumna Barang wajib monyverabkan barang milik  daerah
berupa tanah danjfataubangunan se egnimuana dimaksud pada
ayat {1) yang tidak digunakan dalam penyelengpurasn tugas dan
fungsi DPengeuna Barang kepada Bupati meclalui Pengelols
Barang.

(3) Dikecualikan dari ketemiuan scbagaimana dimaksud pado ayat
(2). apebila tanah danfalau bangunan sebagaimana dimaksud
pada avar {2 telah direncanakan wuntuk digunskan atau
dimantastkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan olch
Bupati.

(1} Bupati mencabut stalus penggunaan atas barang milik daerah
berupa tanah danfalau bangunan yang tidak digunakan dalam
penyclenggaraan  tuges  dan fungsi  Pengguna  Barang
sebagaimana dimaksud ayat [2).

(5) Dalam hal barang milik dacrah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud padaayat(2) tidak diserahkan
kepada Bupali, Pomgguna Barang dikenakan sanksi berupa
pcmbekuan dana pemcliharaan  atas barang milik  daerah
berkenaan.

Pasal4 7
{1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus discrahkan
oleh  Penggmuna Barang karena tidak digunakan uwnluk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan eleh
pihak lai
(2] Dalammenetapkan pmyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat
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{1} Bupati memperhatikan:

a, standar kebuluban  barang milik daerah untuk
menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna
Barang;

b hasil audit atas penggunaan tanah dan fatail
bangunan;dan fatan

¢ laporan, data, dan informasi yang diperoleh dar sumber lain,

Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat {2 huru! ¢ antara

lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

vang dilakukan olch Pengelola Barang atau Bupati dan laporan
dari masvarakat

Tindak lanjul pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:

a. penetapan slalus penggunaan;

b Pemanfantanatau

c pemindahtanganan.

Bagian Kcdua
Penctapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah
ParagralKesatu
FPenctapan Status Penggunaan RBarang
Milik Dacrah Olch Bupati

Pasal 48
Pengguna Barang mengajukan pcrmchenan penestapan stalus
penggunaan barang milik dacrah yang diperolell duri beban
APBD dan perolehan lainnva vang sah kepada Bupali
Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksued pada ayet (1)
dilakukan sctdah diterimanya barang milik daerah berdasarken
dokumen  pencrimaan barang pada tahun anggaran  juryg
berkenaan.
Permohonan penetapan stalas penggunaan harang milik dserah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 diajukan secara lertulis
aleh Pengguna Barang Kepada Bupati paling lambat pada akhir
tahun berkenaan,
Bupali menecrbitkan Keputusan penetapan status penggunsaan
barang wilik dacrah sctiap tahun.

Pasal 49
Pengajuan pemohonan penetapan slatus penggunaan barang
miltk dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)
disertad dokumen.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unluk barang
milik deerah berupa tanah yaitu fotokopi sertinkat.
Dokumen sebapaimana dimaksud pada ayal (1) unluk barang
milik dacrah berupa bangunan yang diperolch dari APBD yaitw
a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan ([MRB}dan
b. fotokopi dokumen perolchan
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang
milik daerah baupa bangunan vang dipemoleh dari peralchan
lainnya vang $ah selurangkurangnya berupa dokumen Beria
Acara Serah Terima [BAST).
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Dokumen sebagaimana dimaksud pada avar (1) untuk barang

milik dagrah berupa tanah dan bangunan yang diperolch dari

APBDvaitu:

. fotokopisertifikat;

b. futokopi lzin Mendirikan Bangunan [IMB);,dan

c. fotokopi dokumen perolehan.

Dokumen schbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang

milik daerah benpa tanah dan bangmman dar percichan laihnysa

yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Bcerita Acara

Serah Terima (BAST).

Nokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang

milik daecrah sclain tanah dangatauy bangunan yang memiliki

dakLenen yailu;

a Fotokop) dokumen kepemilikan;dan/atau

b, Fotokopi dekumen perolehan.

Dokumen schagaimana dimaksad pada ayat {1} unluk barang

milik daerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk

dilakukan pcmindahtanganan dengan cara penyertaan modal

pemerintah dacrah yaitu:

a. Fatokopi dokumen pelaksanaan anggaram,

b, Foteokppi dokumen kepemilikan, umtuk barang milik daerah
berupa tanah;

¢. Forokopi in Mendirikan Bangunan (IMBj, untuk barang mililk
daerah berupa bangunan;dan/atau

d. fotekopi dokumen perolehan.

Pasal 50
Dikecualikan dar ketenfuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat [2) dan ayat {5 huruf a apabila barang milik daerah
berupa tanah belum memiliki forokopi sertifikat, maks dekumen
dimaksud dapat diganti dengan:
2 akia jal beli;
b, Girik;
¢ letterC;
d surail peroyvalaan pelepasan hak alas anab;
e. surat keterangan hurah atau kepala desa, jika ada;
[. berta acara pencrimaan terkait perolehan barang; atau
g. dokumen lain yang setara dengan bukd kepemilikan.
Dikecualikan dar kelenluvan scbhagaitnana dimaksud dalam Pasal
49 myal {3) apubila barang milik daerah berupa bangunan belum
memiliki TMB dan dokumen pcrolehan dapat diganti dengan surat
penivataan dari Pengguna Barang vang menyatakan hbahwa
bangunan tersebur digunakan untuk penvclonggaraan tugas dan
fungsiQPID.
Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tansh dan
bangunan vang dipcrolch dan APBD belum memiliki sertifikat,
IMB, dain dokumen perckhan dapat diganti dengan surat
pernvataan darl Pengguna Barang yang menyatakan babwa
tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyslenguaran
tugas dan fungs OPD.
MNikecnalikan dan keleniuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayal {7) apalrla barang mlik daerah berupa selin lanah dan
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banpunan vang diperoleh dari APBD belum memiliki delaumen
kepery likan, maka doliumen dimaksupd dapat diganti dengan
surat pernyatasn dari Pengguna Barang yang menyalakan baltmwa
barang milik daerah selain lanal: danfalau bDanpunasn terselaot
digunakan untuk penyclenggaran tugas dan fungsi OPL
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat B) huraf b lnaf ¢ dan hurof d bdum ada, maka
pengajuan usul permoheonan  penerbitan  status  pengginaan
disertai sural pernyataan dari Penpgpuna Barang bersangkutan
vang metyatakan balwa barang terscbut adalah barang milik
dacrab  vang dati awal pengadaannya direncanakan untuk
dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal
pemerintah daerah

Barang milik dserah yang belum memilki dokumen kepem lilkan
tetap harus menyelsajkan pengurusan dokumen kepemiikan
meskipun telah ditetapkan status penpgunaan barang milik
dacrah

Pasal 51
Pengdola  Barunp  molkkukan  ponellian atas  permohenan
penetlapan  status  penggunaan  barang milk  daerah  dan
Pengguna Baranpg schagaimana dlmaksud dalam Pasal 48 ayar
(1)
Penelitian  sebagaimana dimaksud pada ayar (1] dilakukan
terhadap  kclengkspan dan kesesuaian dokumen yang
dipersyaratkan,
Dalan hal has] penelitian sebagaimana dimaksud pada ayst (2
belum menculkupi, Pengelola Barang dapat
a. meminta ketetangan atad data winbaban kepada Pengguoa
Barang yang mengajukan permohionan penctapan status
penggunaan barang milik dacrah.dan/atan
k. melakukan pengeeckan lapangan
Kegiatan Pengelola Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (3
dilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang tnemiliki dokumen kepemilikan atau dokumen
lain yang sah.

Pasal 52
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana. dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1), Bupati menetapkan status pcnggunaan barang milik
dacrah
Stalus penpgunaan barang milik dacrah sehagaimana dimaksud
pada ayar [} ditetapkan dengan Kcputusan Bupati
Dalam hal Buputi Udak menyetujui permohonan Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalamPasald8 ayat (1), Bupati
melalui Penpgclola Barang menerbitkan sural penolakan kepada
Pengguna Barang discrtal alasan
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Paragral Kedua
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Dacrah clch Peongelola Barang

Pasal 53

Pengeloala Barang  menctapkan stalus pengpunaan barang

berdasarkan kewenargan yang didelegasikan  oleh  Bupal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)

Penetapan  sialus  penggunaan barang oleh Fenpdola Barang

sebagaimana dimaksud puda ayal {1) denpan mekanisme

a. Pengguna Bamng menpgajukan permohonan penelapan status
penppunaan barang milik dacrab yang diperoleh darl beoban
APBD dan perolehan lainnya vang sah kepada Pengelola
Barang,

b Pengajuan permohonan schagaimana dimaksud pada hurul a
dilakukan  setelah  diterimanya  barang  milik  daemh
berdasarkan  dekumen  penerimaan barang  pada  tabun
anggaran yang berketiaar,

¢ Permohonan  penctapan stalus  penggunaan barang  milik
daerah diajukan secara leriulis oleh Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang paling lambat pada akhir tahun berkenaan,

Pengajuan permohonan peneigpan stalus penggunaan barang

milik daegral sehagaimana dimaksud pada ayat

(2} discrtai dokumen sebagaimana dimsksud dalam Pagal 49 dan

Pasal 5C

Terhadap pengajuan permchonan ponctapan status penggunEan

barang milik  daerah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2

dilakukan penelitian sebapaimana ketentuan MPasal 51

Berdusaurkan hasil penelitian schagalmana dinaksud pada ayat

(4}, Pengeiola Barang menctapkan status penggunasn harang

milik daerah

Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui  permohionan

Pengpunea Barang  sebhagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),

Pengelola Barang menerbitkan surat penolokan kepado Pengguna

Faranyg disertai alasan

Bagian Ketiza
Pengalihan Status Penggunaan
Barang Milik Dacrah

Pasal 54
Barmang milik daerah dapat dlakukan pengalihan status
pengguanaan
Pengalihan status penggunaan schagaimana dimaksud pada ayal
1] dilakukan berdasarkan
a, inisiatif dari Bupali,dan
b. permohonan dari pengguna barang lama

Pasalds
Pengalihan status pengpunaan barang miik daerah berdasarkan
inisiatif dari Bupali sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
2 hurul a dilakukan dengan pemberitabnan  terlebibh  dahulu
kepada Pengguna Barang
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Pengsithan stanis penggunaan barang milik daesrah zehagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang
kepadza Pengguna Barang lainnva untuk penyelenggaraan tugas
dap fungsi dilakukan berdasarkan perscoujuan Bupat.
Pengahihan stalus penppunaan sebagaimana dimalksud pada avat
(2) dilakukan terhadap barang milik dacah yang berada dalam
penguasaan Pengpuna Barang dan tidak digunakan oleh
Pengguna Barang yang bersanghkutan

Pengaulihan stalus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan
pengadaan barang milik darah perggm ti

Pasal 56

Pengalihan status penggunaan barang m3ik dagrah berdasarkan

permohanan dari Penggpuna Barang lama sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 51 ayat 2 huruf b dilakukan dengan pengajuan

permohonan  secara  terhalis oleh Pengegona Baranp,  Kepada

Bupati

Pengajuan permobenan sehagaimana dimaksud pada ayat (1}

paling sedikit memuat:

& data barang milik daerah yang akan dislihkan status
penggunaannya,

b. calon penpgguna barang baru;dan

& penjelasan serta pertimbangan pengalihan slatus penggunaan
barang milik dacrah

Data barang rmlik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, antara lain:

Kode barang,

Kode register;

Nama barang;

Jumlah,

Jetis;

Nilai perolchan;

Nilai penyusutan;

Nilai buku,

Lokasi

Luasidan

k. Tahun pcrolchan.

Pengajuan permohonan sehagaimana dimaksud pada ayal (1)

dilampiri

a. fotokopi daflar barang milik darrah sebagaimana dimaksud
padaayat(3];

b. surst permvataan yang memuat kesediaan calon Pengguna
Barang baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah
dart Pengpuna Barang lama

g o™ D0 O @

e

Pasal5?
Perwelola Barang melklkukan paclitian atas  permohonan
pengalihan status  penggunaan barang milik dacrah dar]
Pengguma Barung sebagaimana dimaksud dalum Pasal 56 ayat
(1).
Penelitian stbagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakakan
terhadap  kelengkapan dan  kescsuaian  dokumen  yang



(3)

(2)
(3)

(4

)

(2]

3)

()

()

dipcrsyaratkan

Dalam hal hasil penelkian sebagaimana dimaksud pada avat (2)

belum mencukupd, Penpelota Barang dapat

a memita keteranpan alan data taonbahan kepada Pengeuna
Barang wvang mengamulkan permohonan pengalihan  status
penggunaan barang milik daerah;dan

b, meminta konlirmasi kepada calon Pengguna Barang baru

Pasal55

Berdasarkan hasil penclitian scbagaimana dimalksud dalam Pasal

5%, Bupali memberikan persetujuan  pengalilan  status

pengzunaan barang milik daerah

Persetujuan sehagaimana dimaksud pada ayat (I berupa Surat

Persetujuan Bupati.

Surat persetujuan sebagaimans dimaksud pada  ayati2] paling

sedikit menmat

&, data  barang milik dagah  yang  akan  dialihkan  status
PelgRLIRATI Y,

b Pengguna Barang lama dan Pongguna Barang baru;dan

¢ kewsnjiban Pengglna Barang lama,

Kewajiban DPengguna Barang kma schagalmana dimaksud pada

ayat (3) burul © yaitw:

a melakukan  scrab  terima barang milik daerabh kupuda
Penpeuna Barang baru yang selanjutnya  dituangkan calam
Borita Acara Scrab Terima (BAST);,dan

I mdaltukan penghapussn {erhadap barang milk dacrah vang
tclah  dialihkan dari daflar baremg peds Penggonae  Borang
buerdusarkan sural Keputusan penghapusan barang,

Dalamy  hal Bupati  tidak menyetujui permohonan Pengguna

Darang schagaimana dimaksud dalam Pusal 36 ayar () 3upati

menerbitken sural penolakan kepada Pengpana Barang dengan

disertai alasan.

Pasal 59
Berdasarkan persetujuan Bupati $cbagaimensa dimaksud dalam
Pasal 58 nyat (2), Pengguna Baranglama melakukan serah torinia
barang milik dasrah kepada Pengguna Barang baru.
Serah lerima barang milik darrah kepada Pengpuna Barang baru
sebaguinana dimaksud pada aval @ paling lama | [9atu) bulan
gseplk persctujuan alih stalus penggunaan barang milik daerah
yany diluangkan dalam Berita Acara Serah Teruma (BAST)
Berdasarkan Benta Acara Serah Terima {BAST) sebagaimana
dimmaksud pada ayvat [2), Peoggung Barvang lama melakukan
usulan penghapusan kepada Pengeldla Barang ates barang milik
dacrmh vang dialihkan status pengeunaannys kepada Peonwppuna
Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barung.
Usulan penghapusan schagainana dimaksud pada avat {3) paling
lama 1 [satu} minggu scjak tanggal Berita Acara Serah Terima
(BAST)
Penghapusan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayar (3} ditetapkan denpan Keputusan Pengelels Barang.
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Pasal &)

Berita Acara Serah Terima (BAST) schagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayal [2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang
penghapu san barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (5) dilaporkan kepada Bupatu dengan tembusan
kepada Pengpuna Barang baru paling lama 1 {satu] minggu sejak
keputusan penghapusan ditetapkan.

Penppuna Barang dalam penatausaliaan barang milik daerah
melakukan pencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berila
Acara Serah Terima (BAST]), dan keputusan penghapusan barang
rililk daerah,

Bagian Kecempat
Penggunaan Sementara Barang Milik Diaerah

Pasal 61
Barang milik daerah yang telah  dilelapkan  slatos
pengguneannya  pada  Pengguni Bareng  dapat  digunakan
sementara oleh Pengguma Barang lainnya dalam jangka waktu
tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik
daerah  tersehul  setelah  terlebilh dahuln mendapatkan
persetujusn Bupali.
Penggumaan  semeniara  barang milik daerah  sebaggimana
dimaksud pada ayal (1] dapat dilakukan untuk jangka wakiw
o paling lamea 5 (lima) whun dan dapat diperpan jang uniuk
barang milik duerah berupa tanah dan/atau bangunan;
Ipaling lama 2 [dua) tabun dan dopat diperpanjang wntule
barang milik dacrah sclain tanah dan/atau bangunur.
Penggunuun semertord barang milik daerah dalam jangka waktu
kurang dari & ([enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati,

Pasal 62

Penggunaan  scmentara  bareng  milik  dacrah  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 6] dituangkan dalem perjanjian antara
Pengeuna Barang dengan Pengguna Barang sementara

Biaya peomeliharaan barang milik daerah yang timbul sclama
jangka waklu penggunean sementara  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang yung menggunakan sementara barang milik
daecrah bersangkutan,

Pasai 63
Permohonan penppunaan  sementara  barang milik  daerah
digjukan secara tertuliskepada Bupall
Pamohonan sebagaimana dimaksud pada aval §§ paling sedilat
memual;
a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;
b. Pengpuna Barang yang akean menggunakan semertara barang
milik dasrah;dan
. ponjelasan serly pettlmbangan penggundan semenfara barang
milik dacrah,
Permohonan schapaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus
dilengkap: dokumern:
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a. fotokop Xrcputusan pcnetapan status penggunaan  barang
milik dacrah dan

b. fotokopi surat permintaan penggunaan sernentara barang milik
daerahh dari Pengguna Barang wvang akan menggunakan
sementara barang milik dacrah kepada Pengguna Barang.

Pasal 64
Pengelola  RBarang melakukan peneliftan  atas permohonan
penggunaan sementara sebagamana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1}
Peneliian  schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap  kelengkapan dan  keesunaian dolumen yang
dipersyaratkan
Dalam hal hasil penelinan sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
belum mencukupi, Pengelola Barang dapat
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yarg
mengajukan permohonan penggunaan sementara barang milik
dacrah:dan
b, meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pangguna Barang
yvang akan menggunakan sementara barang milik daguh .

Pasal 65

Berdasarkanhasil penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

64 ayat (1}, Bupati memberikan persetujuan atas penggunaan

scrcniara barang milik dagah .

Persetujuan Sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menerbikan surat persctujuan 3upati

Surat persetujuan se lpaimana dimaksud padagyar (1) paling

seclikit memuat

a data barang milik daerah yang akan digunakan scmcntara;

b, Pengguna Barang yang menggunakan sementiara barang mililk
dacrah;

. kewapban Pengguna Barangyvang menggunakan scementara
barang milik dacrah untuk memelihara dan mengamankan
barang milik daerah yang digunakan scmentara;

d.jangka waktu penggunaan senenlara;

¢, pembebanan biava pemelibaraan.dan

f. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam
pcrjanjian.

Dalam hal Bupat) tidak menyetujui permohonan sebagaimana

dimalksud dalam Pasal 63 ayat (li, DBupati menerhitkan sural

penotakan kepada Pengguna Barang dizertai alasan.

Pasal b6
Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik
daerah telah berakhir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 61
avat (2], makx
a. pengguna Barang scmentara mengembalikan barang milik
dacrah kepada Pengguna DBarang; atau
b. dilakukan pengalihan eatus pengegmaz kepada Pengguna
Rarang yang menggunakan sementara barang milik dagrah .
Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik dacrah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60




(1)

(3}

{1)

(3

(4

i)

(6)

(2

a2

berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan
status penggunaan kepadd pengguna sementara sebagaol mana
dimaksud pada avat (1) hurul b.

Pasal 67
Pengpuna Barang Scrocentara dapat menpajukan permohonan
perpanjangan wakin penggunaan sementara atas barang milik
dacrah schagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud padaayat (1}
diajukan Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 itiga)
bulan acbelum jangka waktu penggunaan scmentara barang
milik daerah berakhir
Mckanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan
penetapan olch Bupati schagaimana dimaksud dalam Pasal 63
sanmpal dengan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis pada
mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan dan
penctapan oleh Bupati terhadap perpanjangan penggunaarn
scmchiara barang milik daerah .

Bamian Kclirma
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Dacrah Untuk
Dioperasikan Qleh Pihak Lain

Pasal 68
Barang milk dacrah yang tdah  ditetapkan  stalus
prnggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk
dioperasikan oleh pihak lain.
Penggunaan barang milik dacrah untuk dioperasikan oleh pihak
lain scbagaimana dimaksud pada ayat [l) dilakukan dalam
rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi
OPD yang bersanghkutan.
Penggunaan barang milik dacrah untuk dinperasikan oleh pihak
lain scbagaimana dimaksud pada ayst (2] dituangkun dalam
perjanjian anlara Pengguna Barang dcngan pimpinan phak lain
Biaya pemeliharoan barang milik daerah yang timbul selama
jangka wakiu penggunaan barang milk dagah untuk
dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang
mengoperasikan barang milik dacrah.
Pihak lain yang mengoperasikan barang milik desub dilarang
melakukan pengalihan atas pengeperasian barang milik dacrah
tersebut kepada pihak laimmya dan/fatau memindahtaggankan
barang milik dacrah bersangkutan.
Bupati dapat menank penelapan status barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintabh daerah
akan menggunakan kembali untuk penydenggaraan pemcrintah
daerah ataua pihak lainnva.

Pasal 69
Permohonian  penggynaan barang milik  daerah  untuk
dioperasikan oléh pihak lain digjukan secar  tleriulis  oleh
Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupati.
Pengajusn permohonan sebagaimana dimaksud pada aval [
paling scdikit memuat
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a data barang miik daerah

b. pihale lain yang akan menggunakan barang milik daerah
uniuk dioperasikan

¢ jangka  waktn  pengeunaan barang  milik daerabh yang
dioperasikan oleh pihake Tain;

d penjelasan  serts  pertimbangan pengpunaanbarang milik
d #&rah vang dioperasikan cleh pihak lain; dan

¢ materi yang dissur dalam perjanjian.

Pengajuan permohonan sebagaimana  dimaksnd pada ayat (1)

dilampiri dokumcn

a. fotokopl keputfusan ponetapan Satas penggunaal barang
milik dacrah;

b. fotokopl surat permintaan pengoperastan dari pihalke lain yvang
akan mengoperasikan barang milik daerah kepada Penpgguna
Barang:dan

¢ fotokopi surat pernyataan dani pithak lain yang askan
mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengpuna
Barang.

Surat pernyataan dan phak lain sebagaimana dimaksud pada

avat {3) hurut © merupakan permvataan pihak lain yvangmemuat:

a barang milik daerah yvang akan dioperasionalkan dalam rangka
pelavanan umum sesudl wegas dan fungss OPD fUnitKer ja;

b. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah
yvang timbul selama jangka walktu penpoperasian barang milik
daerah;

c tidak mcngalihkan pengoperasian danjatau pemnindzh
tanganan barang milik daerah selama jangka waktn
pengoperasian barang milik daerah; dan

d. mengembalikan barang milik dasrah kepada Pengguna Barang,
apabila jangka waktu pengoperasian barang matk daerah
tclah sclesal

Pasal? O

Peneoclola  Barang  melakukan  penelitian atas permohonan

penggunaanl barang milik daerah umuk dioperasikan olch pihak

lain schagaimana dimaksued dalam Pasal 69 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan

terhadap  kelengkspan dan kesgsualan dokuamen yang

dipersvaratkan

Dalarn hal hasil penelitian schagaimans dimaksud pada ayat |2)

belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a meminta keterangan kepada Penggma Barang vang
mengajukan pamohonan pcnggunasn barang milik daerah
yarng dioperasikan oleh pihak lain;

b meminta konfirmasi dan klarifikas: kepada pihak lain yang
akan mengoperasikan barang milik dacrahl

. mencan infiormasi dard sumber lainnya;

d.melakukan pengerekan lapangsn dengan mempertimbangkan
analisis biaya dan manfaat,

Pasal 71
Berdasarkan hagil penelitian sebagaimana dimaksnd dalam Pasal
70 ayat [2), Bupati menclapkan penggunaan barang milik daerah




(2}

(3

(4]

(5]

(6

(1)

(4

(3

34

untuk dioperasikan oleh pihak lain

Pengmuaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak

lain sebapgaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupali

Keputusan Bupal sebagaimana dimaksud padsayat [1) paling

sedikit memuoal:

a. data barang milik daerah;

b jangka waktn penggunaan barang milik daerah umuk
dipperasionalkan pihak laim;

c. pihak lan yang akan mengoperasionalkan harang milikdaerah;

d. kewajtban pihak lain yang mengoperasikan barang milik
dacrah;dan

e. kewajiban PenggunaBarang

Kewsjiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah

sebagaimanga dimaksud pada ayat (3] buruf d antara lam

memebnara dan mengamankan harang milik daerah vyang

dioperasikan,

Kewajiban Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat

3 hurul emeliputi:

a menindaklanjuli penggunaan barang milik daerah  untuk
dioperasikan nlch pihak lain dengan perjanjian;dan

b melakukan pengawssan don pengendalian terhadap Barang
milik daerah yang dieperasikan olch pihak lain.

Dalam hal Bupali udak menvetujul  permohonan Pengpuna

Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal B9 ayat (1), Bupaf

menerbitkan surat penclakan kcpada Penggpuna Darang disertal

alasan

Pasal 72
Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Darang untuk
dioperasikan olch pihak lain ditvangkan dalam perjanjian yung
ditandatangani cleh Pengguna Barang dengan pihak lain.
Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dicperaskan
oleh pithak lain schagaimana diunaksud pada ayal (1) paling lama
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Penandalangunan pojanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
i2) dilakukan setclah adanya Keputusan Bupati

Pasal73

Perjaniian penggunaan barang milik dacrah untuk dioperasikan oleh
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1),
sekurang-kurangnya  maah

a,
b
C
d

data barang milik dacrah yang menjadi objek ;
Penppuna Rarang;

pihak lain yang mengoperasikan barang miik daerah;
peruntukan pengoperasian barang milik daerah;

e jangka waktu perpoperasian barang milik daerak;
fhak dan kewajban  Pengguna Barangdan pihak lain vang

g.
[y

mengoperasikan bamang milik daesah. termasuk kewajban pihak
lain terssbut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan
barang milk daerah;

pcngakhiran pengoperasian barang milik daeralydan

penvelesaian perselisihan,
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Pasal 74
Pengguna DBarangdapat melakukan perpanjangan penggunaan
barang milik daerah untuk dioperasikan okh pihak lain.
Pempanjangan sebagaimana dimaksid pada ayat {1} diajukan
Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 ftiga) bulan
sebelum  jangka wakiu penggumaan barang milik  daerah
berakhir.
Ketentuan Pasal 69 sampal dengan Pasal 71 berlaku mutatis
mutandis  pada ekanisme  permohonan,  penelitian,  dan
penctapan perpanjangon jangka waklu penggunaan barang milik
dacrah untuk dioperasikan olch pihak lain

Pasal 75

Pengawasan dan pengendalian terhadap peluksanaan pengguniaan
barang milik daerah dilakukan sesaal ketemuan peraluran
perundang- undangan.

(1)

(1)

(2

Pasal V6

Penggunaan barang mihk daerah untuk dioperasikan oleh pihak

lain beralkhir apabila:

a. berakhirnoya jangka waklu peoppunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang
dalam perjanjian;

b perjanjian diakhiri secara scpihak olch Pengguna Barang,

c. ketentuan Iain sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-
unclangan.

Perjanijian diakhin sccara sepihak oleh Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 haruf h dapat dilakukan

apabila:

a pihak lain yvang menpoperasikan barang milik daerah tidak
memenuhl kewajibannva vang tertuang dalam perjanjian atau

b terdapat kondisi yang  mchgakibatkan pengakhiran
penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
phak lain sebagaimana dituangkan dalamperjanjian.

Palam melakukan penpgalkhiran pengoperasian barang milik

daerah yang didasarkan pada kendisi sebagaimana dimaksud

pada aval ¢2), Pengguna Barang meminfa persenijuan Bupati

Pasal 77
Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerab untuk
dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang
menpoperasikan  barang  milik  daerah  mengembalikan  barang
milik dacrah terscbut kepada Pengguna Barang dengan
BeritaAcara Serah Terima [BAST)
Pengguna Barang mclaporkan berakhirnya penggunaan barang
tnilik daerah umuk dioperasikan  pihak lain  sebagaimana
dirnaksud puda ayat {1} kepada Bupati paling lama 1 [satu) bulan
gsejak ditandatanganinya Berita Acara Serah  Terima  [BAST).
dengan mclampirkan fotokopi Berita Avara Serah TerimaBAST).
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BABVII
PEEMANFAATAN
Bagian Kesat Prinsip Umum

Pasal78

Pemantaaran harang milik daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang
mitlik dacrah wang berada dalam penguasaan Pengelola
Barang;dan

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Penpgdola Barang,
uniuk bLarang milik daemah berupa scbagian tanah danfatao
banpunan yang masih dipunalkan oleh Penppuna Barang, dan
sel#n tanah danfatan hangunan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasdan

pertimbangan tcknis dengan memperhatikan | kemgan daerah

dan Kcpentingan wmiin:,

Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang

ridak rne ngganpgpu plés o naan wigas dan fungsi penyclenggaraan

pemerintahan darrab .

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan

persetujuan DPRD.

Pasal 79
Biaya pcmebharaan dan pengamanan barang milikdactreh scrta
bigyapelaksanaan yang menjadi objek pemanfastan dbebankan
pada mitra paanfa atan.
Biayvapemiapanpemanfaataan  barang milik  daerah  sarmpai
dengan perunjukkan mitra Pemanfaatan  dibebankan pada
APBD.
Pecndapatan dacrah dari pemanfaatan barang milik decrah
merupakan penerimaan  daerah  yang  wajl  disctorkan
stluruhnyva ke rekening Kas Umum Daeral.
Pendapatan dacrah dari pemanfaalan barang milik dacrah dalam
ranpka penyvelenggaraan pelayanan unnun scsual dengan tugas
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah  merupakan
penerimaan daersh yang disetorkan scluruhaya ke rekening kas
Badan Layanan Umum Daemh .
Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam
rangka selain penvelenggaraan lugas dan fungsi Badan Layanan
Umum Daerah merupakan pencrimaan deerah yang disetorkan
seluruhoya ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 80
Barang milik daerah yang menjadi objck pemanfaatan dilarang
dijaminkan alau digadaikan.
Barang milik daerah yang mcrupalkan objek retribusi dacrah
tidak dapat dikenakan sebagai nbjek pemanfaatan barang milik
daerah.

Pasal 81

Hentuk Pemaniaatan Barang milik daerah berupa:
i, bhewa
b Pnjam Pakat
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c. K&EF.
d. BGS atan BS(xdan

e. KSPL

Bagian Kedun
Mitra Pemanfaatan

Pasal 82

Mitra Pemaniaatan meliputi

a penyewa, unluk pemanfaalan barang milik daerah dalam beniuk
Sewa;

b peminjamn pakai, untuk pemanfaglan barang milik daerah dalam
bentuk Pinjam Pakai,

c. mitra KSP, umuk pemanfaalan barang miik daerah dalam benmk
KSP;

d mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam
bentuk BUS/BSCG.dan

e. mira KSPL untuk pemanfastan barang milik dacrah  dalam
hentuk KSPL

Pasal 83

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mamiliki

tanggung jawab:

a melakukanpembayaranataspemnanfaatan  barang milik  dacrah
sesust Denluk pemanfaalan;

b, menyerahkan hasll pelaksanaan pemanfaatan sesual keteniuan
benruk pemanfaatan;

¢ rmelakukon pengamanan dan  pemeliharaan aas barang milik
dacrah yang dilakukan pemanfRatan dan  hasil pelaksanadan
pemanfaatan barang milik d axah

d. mengembalikan barang milik  daerah  setelah berakhimya
pelaksanaandan

e memenuhi kewajiban lainnya vang ditentukan dalam perjanjisn
pemanfaatan barang mihk dacrah.

Pasal 84

{1 Objek pemanfaatan barang milik dacrah meliputi:
a. tanah danfatau banpunandan
b selain tanah dan/ alan bangunan.

{2] Objek permanfuatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebapaimana dimaksud pada avat {1) huruf a, dapat
ditakukan untuk scbagian atau keselurubannya,

{3) Dalam hal objck pemanfaatan barang milik dacrah berupa
sehagian tanah danfatau bangunan  sebapgaimana  dimsksud
pada ayat [2), luas tanah danjfatau bangunan yang menjadi ohjck
permanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian
tanah dan/fatau bangunan yang dimanfaatkan
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Baman Ketipa

Penilihan Dan Penetapan Mitra Pemanilastan
Barang Mk Daerah

Paszal &5

Pemilihan mitra didasarkun pada prinsip-prinsip

a dilaksanakan secara terbuka;

b sckurang-kurangnya diikutt oleh 3 (Hgajpeserta;

. memperclch manfaat yvang optimal bagidaeraby,

d. dilaksanakan oleh panitia pemiliban yang menmulikn intepritas,

handal dan kempeten

e tertib administrasi;dan
f.tertib pelaporan

(1)

(2}

(1)

(1)

Pasal 86
Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada
Pengelola Barang atau BGS/BSG tordiriatas:
a. Pengelola Barang,dan
b. panitia pemilihan vang dibentuk olch Pengelola Barang.
Pelaksana pemilihan mira pemanfaatan berupa KSP pada
Pengguna Barang terdiriatas
a Pengguna Barangdan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang,

PasalB7
Pemilihan mitra dilakulcan melalui ‘Tender
Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan
barang mililk daerah yang bersifar khusus, pemilihan mitra dapet
dilakukart melalul Penunjukean Lungsung.

Pasal 38
Dalam pemilihan mira Pemanfaatan KSP alau BGS/BSG,
MPengelola  DBarang/Pengpuna Barang  merniliki | (agas dun
kewenangan schagai berikut
a menctapkan rencand umum pernilihan,  antara Jain
persyaratan pesota caelon mitra den prosedur kerju panitia
pemiliban;
b. menetapkan rencara pelaksanaan pemilihan, yang mcliputi:
1. kemampuan keuangan:
2. spesifikasi teknis;dan
3 rancangan perjanjian
. menvlapkan panitia pemilihan;
d menctapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan
usulan dari panitia pemilihan;
e. menyelesaikkan perselisihan antara peserta calon milra dengan
panitia primilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
f membatalkan Tender, dalam: hal
1. pelaksanaan pemilinan tidak sesual atan menyimpang dari
tdokumen pemilihang
2 pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi
nepolisme yang mclibatkan panitia pemilihan ternyata
terbuktl benar
g. Menetapkan mitra;
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h mengawasli  penylmpanan dan pcmebtharaan  dokumen
pemilihan mitra.dan

1 melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupat

Selain lugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

il), dalarm hal diperlukan, Pengelola Barang/Pengpguna Barang

dapar

a. menctapkan Tim pendukung;dan/atau

b. melakukan tugas dan kewcnangan lain dalam kedudukannya
selaku  Pengelola Barang/Pengguna Barang scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13,

Pasal B9

Panitia pemilihan sekurang-kurangnya rerdiriatas:

a. Ketua;

b. Sckretans,dan

¢, anggota.

Keanggotaan pamitia pemilihan  sebagaimana dimaksud pada

ayat {l) berjumlah gasal ditetapkan sesgsai kebutuhan, paling

sedikt 5 {lima) orang, yang terdiriatas:

a unsur dari Pengelola Barang  dan dapal  mengikutsertakan
unsur dari OPD  junmit kerja lain yang kompeten, untuk
pemilihan mira pemanfaalan KSP barang milik daerah pada
Pengdola Barang;

B. unsur dari Pengguna Barang dan dapal mengilkutscertakan
untsur dari OPD funit kerja lain vang kompeten, untuk
pemilihan mitra pemantaatan KSP barang miik dueerah pada
Pengguna Barang,dan

¢ unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan
unsur dari QPO funil kerja lain yeng  koempelen, untuk
pemilitan mitra BGS/BSG

Panitia pemilihan scbhagaimana dimaksud pada ayat (I}, diketuai

oleh

a Unsur dari Pengdola Barang, urtuk pemilihan mitra
Punanfaatan KSP barang milik dacrah pada Pengelola Darang
atan BGS/BSG dan

b unsur dari  Pengguna Barang, uwntuk  pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP barang milik dacrah pada Pengguna Barang.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam

keanggotaan panilia pemilihan.

Pasal 90
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai
panitia pemilihan
a memilki integritas, yang dinyvatakan dengan pakta integritas;
b. memiliki  tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk
melaksanakan tugas
c memiliki pengetalilan yang memadai di bidang pengelolaan
barang mulik dacrah;
d. mampu mengambil kepurusan dan bertindak tegasdan
e tidak menjabat sebagail pengelola kenangan
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang
kurangnva melipuli:
a. berstalus pegowal negeni sipal pemerintabh daerah dengan
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solongan paling rendah II/b atau vang setara;

b tidak sedang menjalani hlukuman disiplin;dan

o merriliki  kemampusn kerja secara berkelompnok  dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya

[Masal 91

Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

i menyusun  Tencana  jadwal  proses  pemiliban nmitra dan
menyampaikannya kepada  Pengelola  Barang/  Pengguna
Barang uniuk mendapatkan penelapan;

b, menetapkan dokumen pemilihan;

¢, mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa
nasional dan i website pemerintah daerah mesing-masing;

f. melakukan penelitian kualifikasi peseria cabm mitra;

e melakukan evaluasi  administrasi  dan  teknis  terhodap
penawaran yang masillk

f menyatakan tender gagal;

g melakukan lender dengan peserta ealon mitra yang lualus
kualifikasi;

h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender
gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalu tender;

L mengusulkan calon milra  berdasarkan  hagil tender/seleksi
langsung/ penunjukan langsung kepada Penpelola
Barang, Pengguna Bararng;

Joomenyimpan dokwnen asli pemililan,

k membuat laporan pertanggungiewahban mengenai proses dem
hasil porndinan kepade Penpelola Barang/Pengguna
Borangglan

L mengusulkan perubahan spesifkast eknis danfelau
perubahan materi perjenjian kepada Penpelola
Barang/Pongguna Baravg, dalam bal diperlukan

Perubahan spesifikasi leknis dan perubohan materi perjanjian

schapaimans  dimaksud pada ayat (1) harat | dilaksanalan

sotelah mendapel persetujuan dari Bupatl untuk barang milik
dacrah yang usulan pemanilantannoya atas persetujusn Bupali

Perubahan spesifikasi leknis dan perubahan materi perjanjien

sehagaimena dimaksud pada ayat (1] huruf 1 dilaksanakan

seleluh  mendapat  persetujuan  dan Pengelola Barang untuk
barang milik daerash yang usulan pemanfaatannya  atas
persetujuan Pengelola Burang,

Pasal 92

Pemilihan mira yvang dllakukan melalui mekanisme tender, calon
mitra Pemanfaatan KSP danfatau BGS/BSG wajb memenuhi
persyaralan kualifikas( schagai berikut
a. persyaratanadministratif sekurang-kurangnya rclipodl

1, berbertulk badan hykum

2. memiliki Nomor Pokok Wajib Puajk [NPWP);

3. membuat sural Pakta Integritas;

4. menyampaikan dokiomen penawaran  beserta  dokumen

pendukungnya;dan

2. memiliki domisili tetap dan alamal yang jelas.

b, Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi
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1. cakap mmurul hukom;

2 tidalk masnuk dalam daftar hitam pada pengadaan
barang/jasa Pemeninlah;
3. memilikki keahlian, pengalaman, dan  kemampuan

teknis dan manajerial,dan
4. mermiliki sumber dava manusia, modal, peralatan dan
fasilitas tain yang diperlukan dalam pelaksanaan peketjaan.
() Pcjabat/ppawai pada pemerintah daerah atau pihak  yang
memtiki  hubungan  keluarga, bak  dengan  Pengelola
Barang/Pengguna DBarang, Tim pemanfaatan, maupun panitia
pemiliban, sampal dengan derajat keliga dilarang menjadi calon

mitra.

Pasal 93
{1] Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya unfuk
persiapan dan pdiksanaan pemilihan mitra yang diblayal dari
APBD, yang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman, lermasuk biaya pengumuman ulang;
¢ bigya penggandaan dokumen; dan
d. biaya lainnya yang dipcrlukan untuk mendukung pelaksanann
pomilihan mitra.
{2 Heonorarium paniia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditctapkan dengan Keputusan Bupsti.

Bagian Keempat
Tender
Paragrat Kesaty
Prinsip Utitiin

Pasal 94
Tender dilakukan unluk mengalokasikan halk pemanfastan barang
milik daerabh kepada mira yang tepat dolam rangks mewujudkun
pemanfagian barang milik dacrah yang clisien, efektif, dem oplimal

Poasal 95
Tahapan lender meliputi:
a, pengumuman;
b. pengambilan dokumen pemilibary,
¢ pemasukan dokumen penawararn
d. pecmbukaan dokumen penawaramn,
e. penelitian kualilikasi;
f. pemanggilan pefsarta calonmitra;
g. pelaksanaun tenderdan
L pengusulan calonmitra.

Paragral Kedua
Poniguaimuman

Pasal 96
(1} Papitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di
mediz massa nasional sckurangdurangnva melalui surat kabar
harian nasional dan website pocmerintah dacrah




(2

[3)

(1)

(2)

]

(2

(1]

(2)

(1)

(2)

42

Pengumuman =ebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan
paling sedik#t 2 [dua) kali

Pengumuman Scbhagaimana dimaksud pada avat [2) sekurang-
kurangnya memuat:

a. Nama dan alamat Pcngclola Barang/Pengguna Barang;

br identitas barang milik dacrah objek pemanfaatan;

¢ bentuk pemanfaatan;

d perunttikan objeck pemanfaatan; dan

e jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan

Paragraf Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 97/
Pese ta calon mitra dapal mengambil dokumen pemilihan sccara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari
wehsite sesual wakto dan leopal  yang  ditentukan  dalam
PenguUmuman.
Panitin pemilihan membuat daftar peserta calon nmilra yung
melakukan pengambilan dokumen pemilihan

Paragral Keempat
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal Y8
Puscrta calon mitra dapat mengambil dekumen pemilihan sccara
langsung kepada panitia pemilihan danfatau menpunduh dan
website  scsual waktu dan  (empal  yurg  dilenlukan  delam
PCIIRUITIUMAD.
Panitin pemiliban membual  dafiar peserta calon mira yvang
melakukan pengambilan dokumen pemilihan

Paragrafl Kelima
Pembukaan Dolkkumen Penawaran

Pasal 99
Pembukaan dokwnen penawaran dlilakukan scecara terbuka di
hadapan peseria calon mitra pada waktu dan tempat yang
diteriukan dalam dolumen permilihat
Pembukaan dokumcen penawaran dituwangkan dalam berita acara
yvang ditandatangani oleh panitia pemiliban dan 2 [dua) vrang
saksi dar peserta calon matra yang hadir

Parapral Kecnam
Perelitian Kualifikas

Pasal 1 00
Panitia pemiliban melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap
peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen pcnawaran
sacara lengkap, benar, dan tepar waktu untuk meinperoleh mitra
vang memenuhi koalifikasi dan persyaratan untuk mengikuti
tender pemanfaatan
Hasil pencltian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang
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ditandatangani oleh panitiapemilihan

Paragrat Ketujuh
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 101
Paniia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang
dinvatakan lulus kualifikasl unmuk mengikuti pelaksanaan tender
melalyi sural terlulis danfatan sural dektronik [e-mail).

Parapraf Kedelapan
Pelasksanaan Tender

Pasal 102

(1) Tender dilakukan wnmluk mengalokasikan hak pemanfaatan
barang milik dasrah berdasarkan spesiliknsi leknis yang telah
ditentukan okh Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada
mitra yang tepat dari pe &rta calon mitra yang Julus kualifikasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
scpanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) pestria calon mitra yang
munasukkan penawaran

(3 Hasil tender dituangkan dalam berila acara vang ditandatangani
oleh panitia pemiliban dan calon mitra selaku pemenang tender.

Paragral Kesembilan
Pengusuian Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 103
() Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatarn
disampaikan sccara tertulis oleh panitia pemilihen  kepada
Fengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara
hasiltender.
(2) Lsulan scbagaimana dmaksud pada ayat (1) melampirkan
dokumen pemilihan.

Pasal 104
Pengelola Barang/Pengpuna Barang menctapkan pemenang lender
scbagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panilia pemilihan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat {1} dengan kcputusan.

Parapral Kescpuluh
Tender Gagal

Pasal 1 05
(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila;
a Tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi
b. ditcpmakan buktifindikasi legadl persaingan tidak sehat;
c dokumen pemilihan tidak sespai dengan Peraturan Dacrah ini;
fan
d. calon mitra mengundurkan dir
(2} Apabila tender gagal tidak diborikan ganti mag kepada peserta
calon mitra.
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Paragral Kesebelas
Tender Ulang

Pasal 106
Paniia permlihan menyatakan tender ulang apabila:
a. Tender dinyalakan papal sebagaimana dimmaksyd dalarn Pasal
135 avat {I); atau
b, pescria calon mitrayang mengilati Tender karangdarn 3 (tiga)
peserta.
Terhadap tender yanp dinyatakan panitia  pemilihan sebagai
tender ulang, panitia pemilihan segaa melakukan pengumuman
ulzng di media massa nasional dan website pemerintah daerah
Dalam hal tender ulang schagaimana dimaksud pada ayatl (2]
terdapat paling sedikit 3 (tiga)] orang peserta calon mitra, proses
ditanjutkan dengan mekanisme tender.

Paragrul Reduabelus
Seleksi Lapgsung

Pasal 107
Dalarm hal setelah dilakukan pengumuman ulang schagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat {2}, . pcskrralon mitra yveng

mengikuti tender ulang terdiri atas 2 [duaj peserta, mala panitia

pemilihan menyatakan icwler ulang gagal dan selanjutnya

melzkukan seleksi langsung.

Selekst langsung dilakukan dengan 2 (dua) colon mira yabg

mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tahapan seliksi langsung terdiriatas:

a. pembukaan dokumen penawaran;

h. negosiasi;dan

¢ pengusalan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna
HBarang,

Proses dalam lahapan sclcksi langsung dilakukan seperti halnys

proses tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95,

Pasal 108
Negosiasi dilakukan lerbadap eknis pelaksanaan pemanfaatan
dan konsep materi perjanjian.
Selain hal  sebagaimana  dunaksud  pada ayat (1], untuk
pemanfaatan BGS/BSG, negesiasi juga dilakukan terhadap porsi
hagian pemerimah daerah dari objek BGS/B5G yang dilakukan
pemanfaatan.
Ketertuan umum pclaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk
perubahan vang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi
talminan wuntuk pemanfaalan BGS/BSG dilarang  untuk
dineposiasikan.
Scgala sesuatu yang dbicarakan dalam forum negosiasi dan hasi
negnsiasi  dituangkan dalam  berita  acara  negosiasi vang
ditandatangani deh panilia pemilihan dan peserta calonmitra,

Pasal 1013
Pantia pcmilihan melakuekan penelitian terhadap berita acara
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negosiasi melalui cara perbandingan  antara  hasil negosiasi
masing-masing pesrta calon mitra.

(2} Panitia pemilihan menyampaikan uvsulan peserta calon mitra
dengan hasil niegpsiasi terbaik kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai mitra,

(3) Usulan scbagaimana dimaksud pada ayat (2] disertal dengan
dasar pertimbangan dan mdampirkan dokumen pemilihan

Paragral Ketipga Delas
Penunjukkan Langsung

Pasal 110

{l) Nalam hal setelah dilakukan pengumaman ulang scbagaimana
dimaksad dalam Pasal 106 ayat (2), pesertacalonmitra yang
mengajukan penawaranhanya lerdiri alas 1 (satu] peserta, maka
panitia pemilihan  menyatakan tender ulang  gagal dan
selanjutnya melakukan penunjukan langsung,

(2] Penungukan langsung dilakukan terhadap 1 [satu) calon mira
vang mengikat tender ulang scbagaimana dimaksud pada ayal
.

(3) Proses tahapan selcksi langsung sdhagaimana dimaksud dalam
Pasal (07 berlaku mutatis mutandis terhadep proses dalam
tahapan penunjukan langsung.

Pasal 11!
Tahapan pemunjukkan langsung dan  prases dalam  tahapan
penunjukkan langsung scbagaimana dimaksuddalam Pasal 110 ayat
i2) dan ayat (3), berlaku mutatis mutandis terhadop penunjukikan
langsung pada KSP atas barang milik daerah yang bersifat kKhusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Bagian Kelima Sewa
Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 112
(1) Penycwasan barang milik dacrah dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang
belumy/lidak ddakukan pengpunaan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi penyclenggaraan pemerintahan dacrah;

b memperoleh [fasilitas yang diperlukan dalam rangka
menunjang lagas dan fungsi Pengguna Barang;dan/ atau

e. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain
secard lidak sah

(3 Petyewaan barang milik daerah difaktukan scpanjang  tidak
merugikan pemerintah daerah dan  tidak  mengganggn
pclaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan
dacrah

Pasal 113
(1} Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
a. tanah danfatau banpgunan yang sudah diserahkan olch
Pengguma Barang kepada Bupats
b. sebagian tanah danfatau bangunan yang masih diguinakan
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cich Pengepuna Barangsdan/fatan
¢ selain ranah danfalau bangunan.
Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oeh Pengdoia Barang setelah mendapal
perstu juan Bupati.
Sewa barang milik dagrah sebapaimana dimalksud pada ayat (i)
irif b, dan huruf e dilaksanalean oleh Penppuna Barang sctelah
mendapat persetnjuan dari Pengelola Barang.
Phhak lain yang dapal menyewa barang milik daerah meliputi
a. Badan Usaha Milik Negara,
b Badan Usaha MilikDaerab;
c. Swasta;dan
d. Badan hokum lainnya.
Swasta scbagaimana dimaksud pada ayat (4 huruf ¢ antaralain:
. Perorangam,
Persekuluan perdata;
Persckutuan {irma;
Persekutuan komanditer;
Persoroan terbatas;
lembagaforganisasi internasional fasing,
. Yayasanatau
h. koperasi.

WP Ap o

Paragral Kedua
Jangka Waktu Sewa

Pasal 114

Jangko waktu sewa barang milik daerahpaling lama § [lima)
tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
Jangka wakiu scwa barang milik dacrah schagaimans dimaksud
pada avat (1) dapat lcbih dari 5 (lima} tabun dan dapai
diperpanjang untuk:
a kerja sama infrastruktur;
I kegiatan dengan karakleristik usaha yang memerlukan waktu

sewa lebih dan 5 {limay tahun, atau
¢ ditentukan lain dalam Undang-Undang.
Jangka waktu sewa barang milik dacrah untuk kegiatan dengan
karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayet (2} bhuwuf b dilakukan
berdasarkan perhitungan hasi kajian atas Sewa yang dilakukan
oleh pihak vang berkompeten.
Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diltitung berdasarkan periedesitas Sewa yang dikelompokkan
sebagai berikut
a. pertahun;
b, perbulary
¢ per haridan
d. perjam
Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja
sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
pahing lama L0 (sepuluhl tabun dan dapat diperpanjang 1 (salu]
kali
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Pasal 1135
Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama
infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani
ketentuan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Formula Tarif /Besaran Scwa

Pasal 116
(1) Formmula tarif/besaran sewa barang milik dacrah ditetapkan oleh
Bupeati
a Untuk barang milik daerah berupa tanah danfatau
banpunan ;dan

b untuk barang mililk daoerah boupa seclain tanah dan/atau
bangunan dengan betpedoman pada kebijakan pengelolaan
barang milik daerah

[2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
besaran mlai nommal sewa barang milik dacrah vang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas harang milik daerah uniuk KSPI sebapaimana
dimaksud dalarn Pasal 114 ayva (2) borofl o atwu untuk kegistan
dengan karakteristik usaha vang memerlukan waktu sewa Icbih
dari 3 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat
(2) huruf b dapat mcmpertimbangkan nilai keckenomian dari
masing-masing jenis infrastruktur.

(4} Mcempertimbangkan nila keekonomian, sebagaimana dimaksud
pade ayar [3) antara lain dengan memperiimbangkan daya
beli/kemampuan membayar {abidlity to pay masyarakal dan/atau
kemauan membayar fusllingness to pay) masyarakat,

Pasal 117
Formula tanf sewsa barang milik dacrah merupskan hasil perkalion
dari:
atarifl pokok sewa;dan
b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 118

(1) Taril pokok sewa schagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huraf
a adalah hasil perkalian antara nilai indcks bamng milik daerah
dengan luas tanah danfatau bangunan dan nilai wajar tanah
dan fatau bangunan

{2) Tarif pokek sewa schagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan untuk:
a, barang milik daerah berupa tanah;
b. barang milik daerah berupa bangunan;
c barangmilik daerah berupa sebagian tunah dan

bangunan;dan

d barang milik daerah sclain tanah danfalau bangunan

(3] Tarif pokok scwa barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huraf a, uruf b
dan hurnf ¢ dapat termasuk formula sewa barang milik daerah
berupa prasarana bangunan .

(4] Tarf pokok scwa barang milik daerah  ditetapkan  dengan
Keputusan Bupaty
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Pasal 119
Tarif pokok sewa umtuk barang milik dacrah berupa tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3§ huruf a
merupakan hasil perkalian dari
a. faktor variabe] sewa tanah;
b, luas ranah (Ltjdan
¢ milai tanah (Nyj
Faktor variabel scwa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut’ a besarannya ditetapkan oleh Bupati
Luas lanah sebagaimana  dimaksud pada ayal (1) hurul b
dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikal
tanah
Milai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurnd c
merupakan nilai wajar atas tanah

Pasall 20
Luas tanah scbapaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3
dihitung dalam meter persegi.
Dalam hal ranah yang disewskan hanya sebagian tanah, maka
luas tanah scbapaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayal (3)
adalah scbhesar luas bagian tanah yang disewakan.
Dalam hal pemartastan bagian tanah yvang disewakan memiliki
dampak tethadap bagian laneh yang laionya, maka luas tanah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3 dapat
ditambahkan jumlah tertentu yang diyvakini terkena dampak
pemanflanlon tersebut
Nilai tanah schagrimans dimaksud dalam Pasal 1%ayat (4
dihitungdalam nipish per meter persegi

Pasal 121
Taril poknk sewa unluk barang milik dacrah benpa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3 huruf b
merupakan hasil perkalian dari
a. faktor variabel sewd bangunar:
b. laas bangunan {Ib)dan
¢, nilai bangunan
Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka
tarif pokok sewa barngunun ditambahkan tarif pokok sewa
prasaranabangunan

Pasal 122
Faktor variabe] sewa bRangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121avat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati
Luas bangunan sebagainana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1}
huruf b merupakan luas lantal bangunan sesuai gambar dalam
meter persegi
Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalamPasall2l ayat (1)
hurufc merupakan ilal wajar atas bangunan

Pasal 123
Dalamn hal bangunan yang discwakan hanva sebagian dari
bangunan, maka luas bangunan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 121 ayal (1) hurulb adalah sebesar luas lantai dari bagian
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bangunan vang discwakan

(<) Dalam hal pememlzaatan bagian bangunan yang disewslan
mermiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka
luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1)
huruf b dapal dilambahkan jumlah terteniu dari bas bangunan
vang divakini terkena dampak darn pemanfaatan lerschut

(3] Nilat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat {1]
huraf ¢ dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Pasal 124

(1 Tarif pokkok sewa untuk barang milik dacrah benupa scbhagian
tanah dan banpunan sechlpgaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayal (2} hurel ¢ merupakan hasil penjumlahan dari
a. tarif pokok sewa tanah;dan
b. tanf pokak scwa bangunan.

{2] Penghituingan tarif pokok sewa tahah scbagaimana dimalcsud
pada ayat {1) burul a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam
Fasal 119 dan Pasal 120,

{3) Pcnghirungan tarif pokek sewa bangunan sebagamana dimaksud
pada ayat (1) hurufb berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam
Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123.

Pasal 125

(1] Taril pokok scewa untuk prasarana bangunan sechagaimsena
dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2] merupakan hasil perkalian
dark
a. faktor variabel sewa prasarana bangunondon
b, nilai prasarana bangunan (Hpj.

{3) Taktor wvariabel sewa prasarana  bangunan  sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan samus besar dengan
faktor variabel sewa bangunan

(3] Nilai prasarana bangunan stbagaimana dimeksud pada ayat (I
huruf b merupakan niladl wajar atas prasarana bangunan

(4] WNilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah

Pasal 126

(1} Faktor penyesuai sewa schagaimana dimaksud dalam Pasal 117
hurol b meliputi:
a. jenis kegiatan usaha penyowa,
b bentuk kelembagaan penyewadan
¢. pericdesitas sewa

(2} Faktor penyesuai sewa sebapuimana dimaksud pada ayat {1)
dihituing dalam persentase.

() Faktor penyesuai sewd sebagaimana dimaksud pada ayat [l
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragral Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 127
Jenis kegistan usaba penyewa stbagaimana dimaksud dalam Pasal
126 ayat [l) hurul a dikelompokkan atas:
a Kegmtan bisnis;
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b kegialan non bisnis;dan
¢ kegiatan sosial,

(1]

(2)

3]

1)

(2]

Pasal 128

Kelompol: keginlan bsnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

127 huruf a diperuntukkan, bagl kegiatan yang berorientasi

untuk mencarl keuntungan, antara lam:

& perdagangan;

b.jasa;dan

¢ Industri

Kelompok Ekegialan non bisnis scbagaimana dimalkeud dalam

Pasal 127 haruaf b diperantukkan bagi kegiatat vang menarik

mmbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun  tidak

mencar keuntungan, antara lain

a pelayanan kepentingan umum yang memungul biaya daliom
jumlah  tertentu  stau  terdapai  potensi keuntungan, baik
materid maupun Immateril;

b, penvelenggaraan pendidikan pasional;

¢ upays  pemenuhan kebuiuhan pegawal atau fasilitas yang
diperlukan  dolim  rangka menunjeng  lugoes  dan fungsi
Pengguna Baranpgdan

d Regigtan lainnya yang memenuhi Kriterianon bisnis,

Kelompok kegiatan sosial sehagaimeana dimaksud dalam Pasal

127 miruf ¢ diperuntukkan bagl kegislan yang lidak menarik

unbalan  atas harang/jasa  yang diberikan  danfataun tidak

berorientas rmoencari keuntungan, antaralain

a pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya
dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

b kegiatan sosial;

. kegialan Kewgutnaan;

d. kegiotan kemanusian;

o kegintan penlinjang penyclenggaraan kegiatan
pemerintahan;dar

f. kegiatan lainnys yang memenuhi kriteriasosial,

Paragrat Kclima
Perjanjlan Sewa

Pasal 129

Penyewaan barang millk daerah dituangkan dalam  perjanjian

sewn yang ditandatangani oleh penyewa darn

a. Bupati, untuk barang millk daerah yangbcradapada
Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milils dacrah yang berada
pada Pengguna Barang.

Perjanjian sewa scbagalmana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikil memuat:

o Dasar perjanjian;

I para pihak yeng lerikal dalam perjanjian;

c jenis, luas alaw jumiah barang, besaran sewa, dan jangka
waktu,

dl besaran dan  jangka waktu sewa, termasuk
periodesitas sewa;
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e tanggung jawab penyewa atas biava operasional dan
pemebharaan selama jangka wakiu sews;

a peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha

dan katepori bentuk kelembagaan penyvews;

b. hak dan kewajiban para pihak;dan
¢, hal lain yvang dianggap perlu

Penandatanganan perjanjian scwa schagaimana dimaksud pada
avat [1) dilakuakan di kertas bermateral sessua ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Seluruh Haya vang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian
sews ditangpung penyewi.

Parapgral Keennm
Pembayaran Sewn

Pasal 130
Hasil sewa barang milik daecmb merupakon pencrimaan daerah
dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Dacrah.
Penyetoran uang sewa harus dilakukan sckaligus sccara tunal
psaling lambal 2 [dua) hari kerja scbelum ditandatanganinya
perjarijian sewd barang milik dacrah.
Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada syat (2],
dapat dilakukan dengan cars ponbayaran sccara tunal kepada
bendehara penenmoan atan menyetorkannya ke releening Kas
UmumDacrah.
Pembayaran uang sewa scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
dan ayat 3] dibuktikan dengan menycrabiken buktl seior sebagal
salah setu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidalk
terpisahkan dari perjanjian sewa.

Pasal 131
Dikecualikan dari ketentuan sebopgaimoanadimaksuddalam Pasal
130 ayat [2), penyeroran uang sewa barang milik dacrah untuk
KSPl dapat dilakukan sceara bertahap dengan persetujuan
Pengelola Barang
Persetujuan Pengdola Barang sebagaimana dimaksud pada ayatl
{1] wajib dilaporkan kepada Bupati
Peniyetoran vang scwa sccam bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dituangkan dalam perjanjian Sewa
Penyetoran uung suvwa barang milik daerah sccara bertahep
sebagaimana dimaksud pada ayal ({3} dilakukan dengan
mermperhitungkan nilal sekaramy dari sctiap tahap pembayaran
berdasarkan besaran sewa barang milik dacrah hasil perhilungan
scsual  ketentuan  sehapgaimana dimaksud dalam  Pasal 116
sampal dengan Pasal 126.
Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta
masukan dari Penilai.
Penyetoran uang scwa barang milik daersh secara bertahap
sebapaimana dimaksud pada ayat [3) dilakulkan sepanjang
penyvewa tidak memiliki kemampuan vang cukup dar aspek
finansial untuk membayvar secara sckaligus dibuktikan dengan
surat pernyataan,

(¥) Surat permyalaan scbagaimana dimaksud pada  ayat (6]
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ditandatangani deh penyewa yang sekurang- kurangnya memuat
keterangan mengenal ketidakmampuan tersebut dan pernyataan
tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Paragraf Ketujuh
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 132
Jangka waktu scwn barang milik dacrah dapat diperpanjang
denganpersectujuan
a. Bupati, untuk barang milik dacrah vang berada pada Pengelola
Barangdan

b.Pengelola Barang, unluk barang milik dacrah yvang berada
pada Pengguna Barang,

Penyvewa dapol mengaplkan permohonan perpanjangan jangks

waktu sewa kepada:

a Bupat), untuk barang milik dacgabh pada Pengeloela Barangdan

b. Perpelole Barang, unmk barang milik dacrah pada Pengpuna
Burang

Pengajuan permobonan  perpanjangan  jangka waktu  sewa

sthagai mana dimaksud pada ayat 2) dilakukan ketemuan:

a untuk jJongka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun,
permahonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4
fermpal) bulan scbelum  berakhirnya jangka waktu scwe;

b, untuk jangka waktu scewa per tahun, permohonan harus
dissmpaikan paling lambat 3 tiga) bulan scbetum berakhirnyn
jangka wakty scwa;

c untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus
disampaikan paling lambai 10 {sepuluh] hari sebelum
berakhirnya jangka waktu scwa;

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan
harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waltu sewa.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat 3) huruf a dan
huruf b diajukan dengan melemgkapi persyaratan sebagaimana

permohonan sewa pertama kali

Tula cura penpapian usulan perpanjangan jangkas wakty sewa

sthagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf a dan huruf b

dilaksanakan dengan mckanisme sebagaimana pengajuan usulan

sewa barw

Penetapan  jangka waktu dan perpanjangannya  sebagaitnana

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5§} dilakukan dengan

mempertimbangkan

a karaktcrigtik jeni infrastruktur;

h. kebutuhan penyediaan infrasirukear;

¢ ketentuan untuk masing masing jenis  infrastruktur dalam
pcraturan perundang- undangan;dan

d. pertimbangan lain dar Bupati

Pamapral Kedelapan
Peiga khiran Scwa

Pasal 133

Sewya berakbir apabili:



